
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5071);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

a. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai
instrument dalam pengelolaan arsip dinamis untuk
memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta
penyusutan arsip;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40
ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang
Kearsipan, untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis
yang efektif dan efisien, perlu disusun klasifikasi arsip
Pemerintahan Daerah Kabupaten 8alangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman KlasifikasiArsip;

BUPATIBALANGAN,

TENTANG

PEDOMANKLASIFIKASIARSIP

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURANBUPATIBALANGAN
NOMOR32 TAHUN2019

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Mengingat

Menimbang
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Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI
ARSIP.

MEMUTUSKAN:

13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 tahun 2018 tentang
Pedoman Tata Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2018 Nomor 24 );

12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Berita
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 38);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 12);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 78 Tahun 2012 ten tang Tata Kearsipan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1953 );

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Klasifikasi Arsip;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerin tahan (Lembaran NegaraRepu blik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsipdan disimpan selama jangka waktu tertentu.

7. Klasifikasi adalah penggolongan naskah atau arsip berdasarkan masalah
yang termuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan
penataan dan penemuan kembali arsip.

8. Klasifikasi masalah adalah penggolongan arsip yang didasarkan atas isi
masalah yang terdapat di dalam arsip.

9. Kode Klasifikasi arsip adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip
yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi
sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.

10. Kode Komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengolah yang
mengolah atau menangani naskah dinas dan ditulis dengan huruf
ditempatkan dibelakang nomor urut.

11. Kode Pembantu adalah kode pelengkap yang tidak dapat dipakai
tersendiri yang merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang
merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya
dan ditulis ditambahkan di belakang kode yang memerlukan perincian
lebih lanjut.

12. Indek adalah petunjuk atau tanda pengenal, sebagai alat untuk
menunjukkan lSI masalah (topik) perihal suatu dokumen atau
sekelompok dokurnerr/ berkas.

13. Kartu Tunjuk Silang adalah formulir yang dipergunakan untuk memberi
petunjuk tentang adanya lebih dari satu masalah pada satu naskah dinas
dan sebagai sarana petunjuk tentang adanya hubungan dengan file yang
lainnya

Pasal 1

BAB I
KETENTUAN UMUM
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(3)

Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan
fungsi dan kegiatan melaksanakan tugas di lingkungan pemerintahan
daerah.
Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2)

Klasifikasi Arsip meliputi perincian kesatu, perincian kedua dan
perincian ketiga.

(1)

Pasa14

BABIV
KLASIFIKASIARSIP

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi KlasifikasiArsip dengan
kode klasifikasi arsip sebagai berikut:
a. 000 Umum
b. 100 Pemerintahan;
c. 200 Politik;
d. 300 Keamanan/Ketertiban;
e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
f. 500 Perekonomian;
g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
h. 700 Pengawasan;
1. 800 Kepegawaian; dan
J. 900 Keuangan.

Pasa13

BABIII
RUANGLINGKUP

Tujuan ditetapkannya Pedoman Klasifikasi Arsip adalah sebagai pedoman
pengelompokan arsip secara logis dan sistematis yang menjadi tanda pengenal
urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak
berkas di tempat penyimpanannya.

Pasa12

BABII
TUJUAN
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~ '., BERJ.TA.-DAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2019 NOMOR32

H. M.IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATENBALANGAN

ttd

Diundangkan di Paringin,
pada tanggal 18 Juli 2019
SEKRETARISDAERAH
KABUPATENBALANGAN,

Ditetapkan di Paringin
Pada Tanggal 18 Juli 2019~- ~.i'"'7T~BA~AN AN,

< ttd k \

. ). J

H'.ANSHA~UDQ1N
I ,

~~~

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Pasal5

BABV
KETENTUANPENUTUP
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7. Angka 100 sampai dengan 600 merupakan kode tugas-tugas
substantif, sedangkan angka 000, 700, 800 dan 900 merupakan kode
tugas-tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-masalah
fasilitatif di luar pengawasan, kepegawaian dan keuangan. Disamping
itu juga ditampung masalah-rnasalah yang berkaitan dengan kerumah
tanggaan, seperti protocol urusan dalam dan masalah yang tidak dapat
dimasukan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas,
peralatan, lambing Negara atau Daerah, tanda-tanda kehormatan dan
sebagainya.

8. Sepuluh poRok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan
pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten termasuk instansi -
instansi dalam lingkungannya.
Sepuluh pokok masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:
a. 000 Umum;

b. 100 Pemerintahan;

c. 200 Politik;

d. 300 Keamanan dan Ketertiban;

e. 400 Kesejahteraan;

6. Kegiatan Substantif adalah kegiatan yang menyangkut fungsi dan tugas
pokok organisasi yang bersangkutan dan bersifat operasional, kegiatan
substantif ini membedakan antara organisasi satu dengan yang
lainnya;

5. Kegiatan fasilitatif adalah kegiatan penunjang untuk membantu
memperlancar tugas pokok dalam pencapaian tujuan yang telah
ditentukan suatu instansi;

4. Kode komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengolah yang
mengolah/menangani naskah dinas dan ditulis dengan huruf
ditempatkan dibelakang nomor urut;

3. Kode Klasifikasi adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang
menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi
sebagai penuntun terhadap letak berkas ditempat penyimpanannya;

1. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan
prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan
masalah, didahului oleh 3 (tiga) perincian dasar, masing-masing
perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola
dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan
kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi;

2. Kode adalah tanda pengenal masalah seperti yang tercantum dalam
pola klasifikasi;

A. BENTUKDANSUSUNANPOLAKLASIFIKASI

LAMPIRAN
PERATURANBUPATIBALANGAN
NOMOR32 TAHUN2019
TENTANG PEDOMANKLASIFIKASIARSIP
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2. Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang paling tepat
harus dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut
pandangan mana masalah dalam surat tidak selalu mudah, pada
umumnya "perihal" surat yang dicantumkan di bagian kiri atas surat
memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali
"perihal" tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh
karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan
memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat,

,-:::-~- ;7;::--1·""i,~-:7"i'~:'·-::-:}\ : ,.. --11L_l -, -~-~~;

B. CARAPENGGUNAAN
1. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami

perincian pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami
hubungan antar masalah dan anak masalahnya pada pola dengan
memperhatikan efek dengan prinsip berjenjang.
Tiap kode, kecuali kode masalah yang pokok pada perincian pertama
merupakan bagian dan sub ordinat dari kode atasannya. Untuk
mendapatkan gambaran yang benar masalah 412.31 harus diketahui
bahwa masalah ini merupakan bagian dari 412.3 selanjutnya diketahui
bahwa 412.3 merupakan bagian dari 412,412 bagian dari 410 dan 410
bagian dari 400.
Disamping itu perlu diperhatikan khusus klasifikasi 400 Contoh :

a. 400 Kesejahteraan Rakyat (Perincian pertama);

b. 410 Bangunan DesajKelurahan (Perincian Kedua);

c. 412 Perekomian Desa (Perincian Ketiga);

d. 412.3 Koperasi Desa (Perincian Keempat);

e. 412.31 Badan Usaha Unit Desa (Perincian Kelima).

c. 03 Pendidikan;
d. 04 Laporan;

e. 05 Panitia;

f. 06 Seminar, Lokakarya, Workshop;
g. 07 Statistik;
h. 08 Peraturan perundang-undangan;
1. 09 ...........................

9. Kode pembantu merupakan penyajian dari masalah tertentu yang
merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah
lainnya, ditambahkan di belakang tiap kode yang memerlukan
perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra
pada arsip. Kode pembantu dimaksud tersebut adalah:
a. 01 Perencanaan;

b. 02 Penelitian;

f. 500 Perekonomian;

g. 600Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;

h. 700 Pengawasan;

1. 800 Kepegawaian;

J. 900 Keuangan.
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- Proyek bidang pekerjaan umum
- Jembatan (Bidang Pekerjaan Umum)

- Proyek Jembatan. Angka 0 paling belakang sesuai. Titik
desimal dihilangkan.

056
630

056.3

6. Apabila pada kode ada petunjuk "tambahan perincian" berarti harus
menambahkan kode dari pola yang satu ke kode - kode pola yang lain

Contoh I: Proyek Pasar

055 - Proyek bidang perekonomian)

511.2 - Pasar (Bidang Perekonomian)

055.112 - Proyek Pasar

Contoh II : Proyek Jembatan

5. Menyusun Kode
Untuk memperoleh Kode yang spesifik, kode-kode masalah yang satu
dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain. Cara
penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700.
Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua
bidang kegiatan, oleh karena itu untuk memperoleh kode yang
terperinci maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh
perincian kode dengan pola dari 000 sampai 900. Begitu juga
pengawasan (700) yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan
dengan perincian kode dalam pola klasifikasi.

4. Kode Pembantu
Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai
tersendiri, tetapi ditambahkan kode yang memerlukan perincian lebih
lanjut. Dengan ditambahkannya kode pembantu, maka dapat
memberikan dimensi ekstra pada arsip. Contoh:

a. 591 Tata Guna Tanah;

02 Kode pembantu penelitian;

b. 591.02 Penelitian tata guna tanah;

c. 428 Kepemudaan;

06 Kode Pembantu Seminar;

d. 428.06 Seminar Kepemudaan.

3. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah
masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sarna lain
atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal
yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan
ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang dipilih haruslah
yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar, bahwa itulah
yang akan dikemukakan dalam penemuan kernbali arsip.

bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada
ketepatan pemberian kode.

8
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Tahun

Unit Pengolah

No urut naskah dinas

(contoh penempatan Klasifikasi)

Kategori Klasifikasi
Keamanan yang
Bersifat Rahasia

Kode Klasifikasi

r --
_..

10.Rj005j 120jDinsip-BIgj2018

9. Indeks Kaitan
Untuk memudahkan menelusuri kode-kode, disusun indeks kaitan.
Indeks kaitan ini terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan
kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam
urutan abjad dengan diikuti kodenya. Dalam indeks kaitan letak kode
ada dibelakang masalah, sedangkan dalam pola klasifikasi ada di
depan indeks kaitan dimaksud untuk memudahkan mencari rnasalah
dalam arsi p.

8. Tunjuk Silang Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan
masalah tersebut dan mempunyai tekanan yang sarna beratnya, maka
dapat diatasi dengan jalan membuat Kartu Tunjuk Silang. Surat
tersebut diklasifikasikan dengan dua kode: Satu kode diisikan pada
Kartu Kendali, dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang.
Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat
dilakukan dari dua arah.
Contoh: Surat tentang "Persawahan untuk transmigrasi" dapat
diberikode 521.5 (Persawahan) dengan menunjuk kode 475
(Transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan
Tunjuk Silang terbatas pada masalah-rnasalah yang memang sangat
penting.

7. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan dua macam
kode, dan 2 kode yang berlainan itu benar. Peraturan pemerintah
tentang pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 188.31 Peraturan
Pemerintah atau 882.08 Peraturan tentang Pensiun.Masalah
pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode
pembantu untuk Peraturan Perundang-undangan (08).
Penelitian penghasilan Pamong desa, dapat diklasifikasi 070
(Penelitian) atau 142.02 (Penelitian penghasilan pamong desa) (142)
ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02). Kedua cara
pengklasifikasian ini sama-sama benar.
Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasan pada penataan berkas.
Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan
semua jenis Peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian,
maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan
berkas dilakukan berdasarkan masalah, maka yang diklasifikasikan
ialah masalahnya ditambah kode pembantu.
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C. PERINCIANKODE KLASIFIKASIDAN INDEKS KAITAN
1. Perincian pertama:

a. 000 Umum;
b. 100 Pemerin tahan;
c. 200 Politik;
d. 300 Keamananj Ketertiban;
e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
f. 500 Perekonomian;
g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
h. 700 Pengawasan;
1. 800 Kepegawaian;
J. 900 Keuangan.

2. Perincian kedua:
a. 000 UMUM;
b. 010 Urusan Dalam;
c. 020 Peralatan;
d. 030 Kekayaan Daerah;
e. 040 Perpustakaanj Dokumentasij Kearsipanj Sandi;
f. 050 Perencanaan;
g. 060 Organisasij Ketatalaksanaan;
h. 070 Penelitian;
1. 080 Konferensi;
J. 090 Perjalanan Dinas;
k. 100 Pemerintahan;
l. 110 Pemerintahan Pusat;
m. 120 Pemerintahan Provinsi;
n. 130 Pemerintahan Kabupaten / Kota;
o. 140 Pemerintahan Desaj Kelurahan;
p. 150 DPRj MPR;
q. 160 DPRD Provinsi;
r. 170 DPRD Kabupatenj Kota;
s. 180 Hukum;
t. 190 Hubungan Luar Negeri;
u. 200 Politik;
v. 210 Kepartaian;
w. 220 Organisasi Kemasyarakatan;
x. 230 Organisasi Profesi dan Fungsional;
y. 240 Organisasi Pemuda;
z. 250 Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan;
aa.260 Organisasi Wanita;
bb.270 Pemilihan Umum;
cc. 280 Komisi Pemilihan Umum;
dd.290 Badan Pengawas Pemilu;
ee. 300 Keamananj Ketertiban;
ff. 310 Pertahanan;
gg.320 Kemili teran;
hh.330 Keamanan;
11. 340 Pertahanan Sipil;

_JJ._ 350 Kejahatan;---- - ---- ... _, "

~.~
1 .~

-
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aaa. 520 Pertanian;
bbb. 530 Perindustrian;
ccc. 540 Pertambangan Kesamuderaan;
ddd.550 Perhubungan;
eee. 560 Tenaga Kerja;
fff. 570 Permodalan;
ggg. 580 Perbankan/Moneter;
hhh. 590 Agraria;
iii. 600 Pekerjaan Umum Dan Ketenagaan;
jjj. 610 Pengairan;
kkk. 620 Jalan;
111. 630 Jembatan;
mmm. 640 Bangunan;
nnn.650 Tata Kota;
000. 660 Tata Lingkungan;
ppp. 670 Ketenagaan;
qqq. 680 Peralatan;
rrr. 690 Air Minum;
sss. 700 Pengawasan;
ttt. 710 Bidang Pemerin tahan;
uuu. 720 Bidang Politik;
vvv. 730 Bidang Keamanan/Ketertiban;
www. 740 Bidang Kesejahteraan Rakyat;
xxx. 750 Bidang Perekonomian;
yyy. 760 Bidang Pekerjaan Umum;
zzz. 770
aaaa. 780 Bidang Kepegawaian;
bbbb. 790 Bidang Keuangan;
ecce. 800 Kepegawaian;
dddd. 810 Pengadaan;
eeee. 820 Pengangkatan dan Mutasi;
ffff. 830 Kedudukan;

---.-----~ggg:; 840 Kesejahteraan;---,--I -~- -- . I
~ 1

Perekonomian;
Perdagangan;

Kesejahteraan Rakyat;
Jaring Pengaman Sosial;
Pendidikan;
Kebudayaan;
Kesehatan;
Agama;
Sosial;
Kependudukan;
Media Massa;

Bencana;
Kecelakaan;

11

kk. 360
11. 370
mm.380
nn.390
00. 400
pp.410
qq. 420
rr. 430
ss. 440
tt. 450
uu.460
vv. 470
ww. 480
xx. 490
yy. 500
ZZ. 510



KODE KLASIFIKASI
000 UMUM
001 Lambang
001.1 Garuda
001.2 Bendera Kebangsaan
001.3 Daerah
001.31 Daerah Prouinsi
001.32 Daerah Kabupaten / Kota)
001.4 Bandir / Umbul-Umbul
002 Tanda Kehormatan / Penghargaan ( Khusus untuk Non PNS)
002.1 Bintanq
002.2 Satualencana
002.3 Saiuakarua Nuqraha
002.4 Monumen
002.5 Penghargaan secara adat
002.6 Penqharqaari lainnya LKalpataru, Upakarti, Adipura, dsb}_
003 Han Raua / Besar
003.1 Nasional (17Agustus, Han Pahlawan, Han Anak, HKSN,dsb)
003.2 Keaqamaari
003.3 Han Ulang Tahun/ HUT( Han Jadi Prouirisi/ Kabupaten/ Kota)
003.4 Han-han Besar Intemasional
004 Ucapan
004.1 Terima Kasih
004.2 Selamat
004.3 Mohon Din
004.4 Bela Sunqkaiua
004.5 Ucapan. Lainnua
005 Undanqan
006 Tanda Jabatan
006.1 Pamonq Praia
006.2 Tanda Penaenal
006.3 Jabatan Lainnua
007 -

008 -
009 -

hhhh. 850 Cuti;
llli. 860 Penilaian;
JJJJ. 870 Tata Usaha;
kkkk. 880 Pemberhentian Pegawai;
1111. 890 Pendidikan;
mmmm. 900 Keuangan;
nnnn. 9 10Anggaran;
0000. 920 Otoritasi;
pppp. 930 Verifikasi;
qqqq. 940 Pembukuan;
rrrr. 950 Perbendaharaan;
ssss. 960 Pembinaan Kebendaharaan;
tttt. 970 Pendapatan;
uuuu. 980 -
vvvv. 990 Bendaharawan;

3. Perincian Ketiga :
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010 URUSANDALAM
011 Gedung Kantor/termasuk instalasi/ Prasaran Fisik Pamong Praja/

Kantor Dinas
011.1 Lisirik:
011.2 Telepori
011.3 Otomasi
011.4 Air Minum
011.5 Hidrant
011.6 Alarm
011.7 Internet
012 Rumah Diruis/ Tanah Rumah Dinas/ Parabot Rumah Dinas
013 Akomodasi / Persinggahan (Mess / Wisma/ hotel)
014 Rumah Susun Apartemen
015 Peminjaman sarana Prasarana Kantor (ruanqan, gedung, kendaraan,

LCD, Laptop dllJ
016 Penaurusari Kendaraan Dinas
017 Keamanan / Ketertiban Kantor
018 Kebersihan Kantor
019 Protokol
019.1 Upacara Bendera
019.2 Tata tempat
019.21 Pemasariaari aambar Presiden/ Wakil Presiden
019.3 Audiensi
019.4 Penerimaan Tamu
019.5 Keriasama
020 PERALATAN
020.1 Penaadaan. termasuk pengumuman penqadaan; penuniuk lelanq.
020.2 Proses penqadaari
020.21 Prakualifikasi : rapat persiapan; HPS, penjelasan pekerjaan/

anuiijzinq, neqoisasi, evaluasi
020.22 SPK, Kontrak / Amandemen / Addendum, Teaurari
020.23 Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK )
020.24 Serah Terima Pekerjaari
020.25 Pemeriksaan Pekerjaan
020.26 Perpanianaari Waktu / Ferce maiore
020.27 Denda
020.28 Sanaaahan
020 ..29 Pemeliharaan Baranq / Jasa
021 Penaadaari Alat Tulis
022 Penaadaari Peralatan & Mesin Kantor
023 Penaadaari Perabot Kantor
024 Penaadaan. Mobil dinas/ Alat anakutari
025 Pakaian Dinas
026 Penaadaari Seniaia
027 Penaadaari Tanah
028 Penaadaan komputer
029 Inventaris
029.1 Pendataan Baranq Inventaris
029.2 Laporan. Baranq Inventaris.
029.3 Pendapatan. Baranq Milik Neqara
029.4 Pemeliharaan Barang Milik Neqara
029.5 Penahaousari Barana Milik Neaara
030 KEKA YAAN DAERAH
030.1 Penilaian asset
030.2 Peuaiian neraca daerah

. _.03_1.. _ . Sumber Daua Alam
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032 Asset Bergerak
032.1 Mobil Dinas Jabatan
032.2 Mobil Dinas Operasional
032.3 Kendaraan Dinas Roda 2
032.4 Lainnua
033 Asset Tidak Beraerak
033.1 Tanah
033.2 Banqunan
033.3 Lainua
034 Tanamari
035 Hewan
036 Saham/ Obliqasi
037 Alat Penqanqkui (Darat, Laut, Udara)
038 Peralatan Pabrik/ Laboratorium/ Alat-Alat Berat
039 Peralatan Kesehatan/ Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)
040 PERPUSTAKAAN/ KEARSIPAN/ SANDI
041 Perpustakaan
041.1 Pameran Bahan Perpustakaati
041.2 Penqolahari ( Kataloq, Biblioqrafi }
041.3 Sirkulasi / lauanari
041.31 Keanggotaan
041.32 Peminjamari dan Penqembaliari
041.4 Deposit
041.5 Pemeliharaan, Pelestarian / alih media
041.6 Pembinaan Pertnistakaari
041.61 Bantuan Buku, Rak
041.7 Penqhapusan/ Penuusunati Bahan Perpustakaaari
041.8 Jenis-Jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling,

Taman Bacaari Masuarakat)
041.9 Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaari
042 Penqadaari Bahan Pustaka
043 Hunting Bahan Pustaka
044 Dokumentasi
045 Kearsipan
045.1 Perauran Perundonaari Kearsioari
045.11 Tata Naskah.
045.12 Klasifikasi Arsip
045.13 Jaduial Retensi Arsip
045.14 Sistem Klasifi_kasi Keamanan danAkses Arsip
045.15 Per Undanq-uridanqari uariq lain
045.2 Penataan Arsip
045.21 Pemberkasari
045.22 Arsip Aktif
045.23 Arsip Inaktif
045.24 Arsip Vital
045.25 Arsip Statis
045.3 Akuisisi Arsip
045.31 Penuusutari Arsio
045.32 Penilaiari Arsip
045.33 Pemindahari Arsip
045.34 Peny_erahanArsip
045.35 Pemusnahan Arsip
045.4 Pembinaan Kearsipari
045.41 Sosialisasi
045.42 Wookshop
045.43 Monotoring/ evaluasi Kearsipan. _._.,- .. .-~.--.-.....-- ,.
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045.44 Bimbiriqari Kearsipari
045.45 Gerakan Sadar Tertib Arsip
045.5 Penaauiasari
045.6 Pemeliharaan, Pelestarian / Konseruasi Arsip
045.61 Fumiaasi dan Termit Control
045.62 Laminasi
045.63 Alih Media
045.7 Lauanari Pemasyarakatan
045.71 Pameran
045.72 Penaembanaan. Sistem Kearsipari
045.73 Sistem Jarinaari Informasi kearsioari
048 Dokurneniasi
049 Sandi
049.1 Teleqram, Telex, Radio, ISB
049.2 Data Elektronik
050 PERENCANAANDAN EVALUASI

Meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ),
RPJPD ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ),
Musrembang, Musrembanqpue, antar Kemenierian,
Musrembanqnas,Musrembangdes

050.1 RPJMN ( Rencana Pembanaunari Janqka Menenaoh.Nasional)
050.11 RENSTRA (Rencana Strategi )
050.12 RPJMD (Rencana Pembanaunari Janaka menenaah.Daerahi
050.13 RENSTRABAPPEDA
050.2 Proaram.Nasional
050.21 RKP7Rencana Keria Pembanaunan)
050.22 RKA-KL( Rencana Kerja Anqqarari kementrian Lembaqa)
050.23 RKPD ( Rencana Keria Pembanaunan Daerah )
050.24 Rencana Keria SKPD
050.25 KUA ( Kebijakan Umum Anggaran l. KUPA (Kebijakan Umum

Perubahan Ariqqarari dan PPAS (Penetapari Plafori Anqqarari
050.26 Jauiabari Atas Pandanqari fraksi
050.27 Nota Keuanaan
050.28 RKT (Rencana keria Tahunan)
050.29 RKO7Rencana Kerja Operasional )
050.30 -
050.3 Prouek Bidanq Peralatan
050.4 Perpustakaan/ Kea rsip an/ sandi
050.5 -
050. 6 Orqanisasi/ ketatalaksanaan
050.61 Struktur
050.62 Pembaaiari IUnqsi dan tuqas
050.7 penelitiari
050.8 Surueu
050.9 Laporari
050.91 Laporari Berkala
050.92 LAKIP / SAKIP ( Laporan / Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah )
050.93 Evaluasi
050.94 Evaluasi Rencana Strateqis
050.95 Eualuasi Rencana Pembanaunari tanaka Menenqah: Daerah:
050.96 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
050.97 Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Jangka menengah Kabupaten/

Kota
050.98 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
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051 Bidanq Pemerintah
052 Bidana Politik
053 Bidanq Keamanan dan Ketertiban
054 Bidana Keseiahieraari Rakuat
055 Bidana Perekonomiari
056 Bidanq Pekeriaan Umum
057 Bidana Penqauias
058 Bidariq Kepeaoiuoiari
059 Bidana Keuanqari
060 ORGANISASIKETATALAKSANAAN
060.1 Proaram Keria
061 Oraanisasi Instansi Pemerintahan tstruktur orqanisasi)
061.1 Susunan Orqanisasi dan Tata Keria
061.2 Tata tertib Kantor, Termasuk Penaaturari hari dan jam kerja peaaioai
061.3 Uaraian Tuaas
061.4 Ketentuan Pakaiari Seraaam Dinas dan Atribut
062 Orqanisasi Badan Non Pemerintah
063 Orqanisasi Badan Pemerintah
064 Oraanisasi Semi Pemerintah
065 Ketatalaksanaan / Sistem
065.1 Pelimoahari wewenanqan / Penuniukari Pit, Plh
065.2 Stempel Dinas dan Stempel jabatari
065.3 Paoari nama instansi pemerintah / non pemerintari
065.4 Alamat-alamat Kantor dan Peiabat
066 Tata Hubunaari Kerja / Peneqakari Disipliri Aporatur
067 Standart Operasional Prosedur
067.1 Standar Pelauanari
067.2 Kooeniensi Pelauanari
067.3 Pembinaan Peiauariari
068 Kopenierisi Jabatan
069 Analisis Jabatan
069.1 Pengukuran / Penilaiari beban kerja Jabatan Strukiural dan

Funasional
069.2 Uraiari Jabatan
069.3 Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan
070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
070.1 Perizinari penelitiari
071 Riset meliputi Riset Design, Pembahasan sampai dengan laporan akhir

riset
072 Penqembanqari
072.1 Krenova7Kreatifitas dan Inouasi Masuarakat )
072.2 SINAS (Sistem Inouasi Nasional )
072.3 SIDA (Sistem Inovasi Daerah) Meliputi Cluster, Kabupaten, desa

Inouatif
072.4 Inkubator Tehnoloai dan Bisnis
072.5 Pameran Produk Inovasi / Ristek
072.6 BTC ( Bisnis Tehnolooi Center)
072.7 Raptek: (Penerapan Iptek: )
072.8 HKlf Fasilitas Hak Kekauaari Intelektual-)
073 Kaiian
073.1 Kaiiari Straieais / diskusi / Forum Group Discussion (FGD)
073.2 Seminar
073.3 Workshop
073.4 Rapat Koordinasi / Rapat Teknis
073.5 Lokakarua
073.6 Diseminasi / Sosialisasi hasil Penelitian

...... _--..--.------ ... _-
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074 Kerjaeama Penelitian
074.1 Instensi Pemerintah Pusat / Daerah
074.2 Perguruan Tinggi Negeri / Swasta
074.3 Lembaga swasta Nasional; Lembaga Suiadaua Masuarakat
074.4 Lembaga Intemasional
075 Perekauasaan
076 Jarlit bang ( Jarinaari Penelitian dan Penaembanqan t
077 Publikasi Ilmioh.
077.1 Jurnal Ilmiah.
080 KONFERENSI/ RAPAT KOORDINASI
081 Gubemur
082 Bupati / Walikota / DPR
083 Komponen Eselon lainnua 7termasuk Pimpinari SKPD)
084 Instansi Lainnya ( diluar Kemendagri )
085 Intemasional di dalam Neaeri
086 Intemasional di luar Neqeri
087 Studu Komparatif
088 Rapat Koordinas (Rakor)
088.1 Rakor Tinqkai Provinsi
088.2 Rakor Tinakai Kab. / Kota
088.3 Rakor Tingkat Kecamatan/ Kelurahan / Desa
089 Musrimbanq
090 PERJALANAN DINAS
091 Perjalanari Presiden / Wakil Presiden Ke Daerah
092 Perjalanari Menteri ke Daerah
093 Perjalanan Peiabai Tinaai ( Peiabat Eselon I )
094 Periaianari Dinas Kepala Daerah Prouinsi
095 Perjalanan Dinas Kepala Daerah Kabupaten / Kota
096 Perjalanan Dinas Ketua/ Anggota Dewan
097 Perjalanan Dinas Pejabat Daerah dalam Daerah

rneliputi Surat Perintah Tugas ( SPT)
097.1 Perialanari Dinas Sekda
097.2 Periaianan Dinas Keoala SKPD
097.3 Perjalanan Dinas Eselon III dan W
097.4 Periananari Dinas staff pelaksana
098 Perjalanan Peiabat Tinaai Ke Luar Negeri
099 Perialanan. Peqauiai ke Luar negeri
100 PEMERINTAHAN

Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Hubungan Luar
Neqeri

101 GDN (Gerakari Disipliri Nasional)
102 Good Govemance
103 Laporan Harta Kekauaan Pejabat
110 PEMERINTAHAN PUSAT
111 Presiden

Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelaniikan, Sumpah dan Serah
Terima Jabatari

111.1 Penanggunq Jauiabari Presiden Kepada MPR
111.2 Amanat Presiden / Amanat Kerieaaraari
112 Wakil Presideri

Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikari, Sumpah dan Serah
Terima Jabatari

112.1 Pertanaauriqiaurabori Presiden kepada MPR
112.2 Amanat Presiden/ Amanat kenegaraan
113 Susunan Kabinet
113.1 Reshufle
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113.2 Penuniukari Menteri ad Intren
113.3 Sidanq Kabinet, Sidanq Stabilitas Ekonomi (lihat 500.)
114 Kementerian Dalam Neqeri
114.1 Amanat Menteri Dalam Neqeri
115 Kementrian Lainnua
116 Lembaga Tinaqi Neaara (DPA, MA, BPK)
117 Lembaqa Non Kementerian
118 Otonomi Daerah
119 Kerjasama Antar Kementrian
120 PEMERINTAH PROVINSI
120.01 Kebijakan Pemerintah Prouinsi
120.02 Laporari Kinerja Pertanaaunaiawaban. Gubemur (LKPJ)
120.03 Monograji, tambahari kode unlauah.
120.1 Koordinasi
120.11 Satuan Kerja Peranqkat Daerah
120.12 Instansi Vertikal
120.13 Kerjasarna antar Provinsi / Daerah dan Luar Negeri
121 Gubernur

meliputi pencalonan, Pengangkatan, pelaniikan, Pemberheniian, serah
terima jabatan dan sebaqainua.

122 Wakil Gubernur
meliputi pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, pemberheniian; serah
terima jabaiari dan sebaqainua

123 Sekretaris Daerah
meliputi pencalonan, Pengangkatan, pelaniikan, pemberhentian, serah.
terima jabatari

124 Badan-badari Pertimbanaari Daerah;
124.1 Musp_idaPriuinsi
124.2 Forum PAN (Panitia Anaaarari Provinsi)
124.3 Forum Koordinasi Lainnua
125 Pembentukan / Pemekaran Wilayah
125.1 Pembentukan Daerah. Otonom
125.2 Pembentukan unlauah.
125.3 Perubahan Batas WilaJ./ah
125.4 Pemekarari Wilauah/ Pembentukan Daerah Baru
125.5 Permasalahan Batas unlauah
125.6 Pemindahan Ibu Kota Provinsi
125.7 Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah; Sungai, Pulau,

Selat, Jalari dan sebaqainua
126 Pemba9_ianWilat/ah
127 Penuerahari Urusan
128 Swapraja / Penataan Wilayah / Daerah
130 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
130.01 Kebiiakari Pemerintah Kabupateri / Kota
130.02 Laporan Kineria Pertariqaunqiauiabari Bupati / walikota (LKPJ)
130.03 Monografi
130.1 Koodinasi
130.11 Satuan kerja Peranakai Daerah
130.12 Iristarisi Vertikal
130.13 Keriasama Antar Provirisi / Daerah dan Luar negeri (Sister citu )
131 Bupati / Walikota

meliputi Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah
terima jabatari dan sebaqainua

132 Wakil Bupati / Walikota
meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah
terima jabatari dan sebaaainua
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133 Sekretaris Daerah
meliputi pencalonan, penqanqkatan, pelantikan, pemberhentian, serah
terima jabatan dan sebagainya

134 Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah, meliputi Muspida
134.1 Muspida Kota
134.2 Forum PAN (Panitia Anqqarari Kota)
134.3 Forum Koordinasi lainnya.
134.4 Kerja sama antar Kab I kota
135 Pembentukan I Pemekaran Wilayah
135.1 Pembentukan Daerah Otonom Iwilayah
135.2 Perubahan Batas wilayah
135.3 Pemekaran Wilayah
135.4 Permasalahan Batas wilayah
135.5 Pembentukan Ibu Kota I Kotamadya
135.6 Pemindahan Ibukota Kabupaten I Kota
135.7 Pemberiari dan Penqqantiari nama Kota, Daerah, jalan
136 Pembaqiari wilayah
137 Penyerahan Urusan
138 Pemerintahan Wilayah Kecamatan
138.1 Sambuian/ penaarahan/ amanat
138.2 Pembentukan Kecamatan
138.3 Pemekaran Kecamatan
138.4 Perluasan I Perubahan batas wilayah Kecamatan
138.5 Pemindahan Ibu Kota Kecamatan
138.6 Tapal batas kecamatan
139 Laporan Kecamatan
140 PEMERINTAHAN DESA I KELURAHAN
141 Pamong Desa meliputi pencalonari, pemilihan, pengangkatan,

pemberhentian sementara, pelantikan, serah. terima, p__e~g_hasilandsb
142 Penghasilan Pamong Desa I Kelurahan (APBDes I Kel)
143 Kekayaan Desa : bondo desa, tanah beng__kokdll
144 Lembaga Tingkat Desa : Rembug desa, Badan Permusyawaratan

desa, LKMD
145 Administrasi Desai Kelurahan : Monoqrafi, Peta Rupa Bumi dll
146 Kewilyahan
146.1 Pembentukan Kelurahan/ Desa
146.2 Pemekaran Kelurahan/ Desa
146.3 Perubahan batas ioilauah/ perluasan Kelurahan/ Desa
146.4 Perubahan nama Kelurahan/ Desa
146.5 Permasalahan Batas Desa I Kelurahan
146.6 Penyatuan Desa I Kelurahan
146.7 Penahapusari Desa I Kelurahan
146.8 Kerja sama antar Kelurahan / aniar Desa
147 Lembaga-lembaga Tingkat Pemerintahan Desai Kelurahan (lihat 410

rinciannya)
148 Perangkat Desa IKeluraha
148.1 Kepala Desa (Kades)1 Kel2_alaKelurahan (Lurah)
148.2 Sekretaris Desa (Sekdes)1 Sekretaris Kelurahan ($eklur)_
148.3 Kaur Desai Keluraha
148.4 Kasi Desai Kelurahan
148.5 Star Desai Kelurahan
149 Dewan Pemerintahan Desa I Kelurahan
149.1 Rukun Tetanqqa
149.2 Rukun Warga
149.3 Rukun Kampung
149.4 Pembentukan Rtl Rw
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150 LEGISLATIF MPR/ DPR/ DPD
151 Keanqqotaari MPR
151.1 Pencalonan
151.2 Penqangkatan dan Penaambilan Sumpah.
151.3 Pemberhentian
151.31 Recall
151.32 Meninggal
151.4 Pelanggaran
151.5 Peraaniiari antar Waktu
152 Keanqqotaari DPR
152.1 Pencalonan
152.2 Pengangkatan dan Penaarnbilari Sumpah
152.3 Pemberhentian
152.31 Recall
152.32 Meninqqal
152.4 Pelanggaran
152.5 Perqantiari Antar waktu
153 Keanggotaan DPD
153.1 Pencalonan
153.2 Penqanqkatari dan Penaambilari Sumpah
154 Persidangan
154.1 Sidang Pleno
154.2 Dengar Pendapat/ Hearinq
154.3 Rapat Komisi
154.4 Reses
154.5 Paripuma
155 Kesejahteraan
155.1 Keuanqan
155.2 Penghargaan
155.3 Tunjangan lain-lain
156 Hak
157 Jabatan Pemerintah
158 Peninjauan / Kuniunaari Lapanqari
159 Kuniunaan Kerja / Studu Banding / Konsultasi
160 DPRDPROVINSI
161 Keanggotaan
161.1 Pencalonan
161.2 Pengangkatan dan Penqambilari Sumpah
161.3 Pelanggaran
161.4 Pemberhentian Antar Waktu
161.41 Meninggal Dunia
161.42 Mengundurkan Diri
161.43 Diberhentikan
161.5 Alat Kelenqkapari Dewan
161.51 Pimpinari
161.52 Badan Musyawarah
161.53 Komisi
161.54 Badan Legislasi Daerah
161.55 Badan Anqqaran
161.56 Badan Kehormatan
161.57 Alat Keienqkapari lain --;pansue )
162 Persidangan
162.1 Rapat-rapat
162.11 Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
162.12 Rapat Pimpinan DPRD
162.13 Rapat Badan Musuaioarah; Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan

---- . - .-
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Leqislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
162.14 Raoat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
162.15 Rapat Kerja.Rapai Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum,

Rapat Pemandanqari Umum
162.16 Rapat Fraksi
162.2 Fraksi
162.3 Tata Tertip
162.4 Kode Etik
162.5 Reses
162.6 Peniniauari / Kuniunaari Lapanqari
162.7 Kuniunaari Ker;a / Study Banding / Konsultasi
163 Kesejahieraan.
163.1 Keuanaari
163.2 Penqharqaari
164 Hak
165 Sekretariat DPRProvinsi
170 DPRD KABUPATEN / KOTA
171 Keanaaotaari
171.1 Pencalonan
171.2 Penaanakatari dan Pengambilan Sumoah:
171.3 Pelanqqaran.
171.4 Pemberheniiari Antar Waktu
171.41 Meninaaal Dunia
171.42 Menaundurkari Din
171.43 Diberheniikari
171.5 Alat Kelenakaoan. Dewan
171.51 Pimpinari
171.52 Badan Musuawarah
171.53 Komisi
171.54 Badan Leoislasi Daerah
171.55 Badan Anaaarari
171.56 Badan kehormatan
171.57 Alat Kelenakaoari Lain 7Pansus )
172 Persidanqari
172.1 Rapai-Rapai
172.11 Rapat Paripurna, Rapai Paripurna Istimeuia
172.12 Rapat Pimpinari DPRD
172.13 Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan

Leqislasi, Rapai Badan Kehormaian, Raoat Pansus
172.14 Raoat Komisi, Raoat Gabunqari Komisi, Rapat Konsultasi
172.15 Rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum,

Raoat Pemandariqari Umum
172.16 Rapat Fraksi
172.2 Fraksi
172.3 Tata Tertib
172.4 Kode Etik
172.5 Reses
172.6 Peniniauari / Kuniunaari Lapanqari
172.7 Kuniunqari Kerja / Study Bandina / Konsultasi
173 Keseiahiraari
173.1 Keuanqan
173.2 Penaharaaari
174 Hak
180 HUKUM
180.1 Konstitusi
180.11 Dasar Hukurri

- . --ft .. -. I,
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180.12 Undang-Undang Dasar
180.13 Undanq-Undanq
180.14 Peraturan Pemerintah
180.15 Keppres / Perpres / Inpres
180.16 Kepmeri / Permen / Inmen
180.17 Perundangan tingkat Provinsi meliputi Perda, Kepoub / Perqub / Ingub
180.18 Perundangan Tingkat Kabupaten/ Kota meliputi Perda,

KepBup/ KepWal, PerBup/ PerWal
180.19 Perundangan Tingkat Desa meliputi Peraturan Desa, Keputusan

Kepala Desa
180.2 Tap MPR
180.3 Konvensi
181 Perdata
181.1 Tanah
181.2 Rumah
181.3 Utanq/ Piutang
181.31 Gadai
181.32 Hipotik:
181.4 Notariat
182 Pidana
182.1 Tindak Pidana Umum
182.2 Tindak Pidana Khusus
183 Peradilan
183.1 Jenis-jenis Peradilan
183.11 Peradilan Umum
183.111 Peradilan Neqeri Tinqkat Pertama
183.112 Peradilan Tinggi
183.113 Mahkamah Agung
183.12 Peradilan Agama Islam
183.121 Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
183.122 Penqadilari Tinqqi Agama Islam
183.123 Mahkamah Islam Aaunq
183.13 Peradilan Militer
183.1.31 Mahkamah Militer Tingkat Pertama
183.132 Mahkamah Militer Tinqqi
183.133 Mahkamah Militer Acuna
183.14 Peradilan Tata Usaha Neaara
183.141 Penqadilan Tata Usaha Neqaro/Tinqkat Pertama
183.14 Peradilan Tata Usaha Neqara
183.141 Penqadilari Tata Usaha Neaara'Iinqkai Pertama
183.142 Pengadilan Tinaai Tata Usaha Neqara
183.143 Mahkamah Tata Usaha Neqara Aauna
183.15 Peradilan Tindak Pidana Korupsi
183.16 Peradilan Hak Asasi Manusia
183.17 Mahkamah Konstitusi
183.18 Komisi Yudisial
183.19 Ombustmen
183.2 Upa1../aHukum
183.21 Banding
183.22 Kasasi
183.23 Derden Verset
183.24 Peninjauari Kembali
183.25 Grasi, Amnesti,Abolisi
183.3 Eksekusi
183.4 Pembinaan hukum, tneliputi kadarkum
183.5 Bantuan Hukum, meliputi LBH

22



184 Hukum Intemasional
185 Imigrasi
185.1 Visa
185.2 Paspor
185.3 Exit
185.4 Reentry
185.5 Lintas Batas/ Batas Antar Negara
186 Kepenjaraan.
186.1 Reqistrasi narapidana
186.2 Pembinaari narapidana
186.3 Pembebasan narapidana
186.4 Tahanari titipari
187 Keiaksaari
187.1 Penuntutan Umum
187.2 Penuntutan Khusue
188 Peraturan Perundang-Undangan
188.1 TapMPR
188.2 Undang-Undang
188.3 Pearaturan
188.3.1 Peraturan Pemerintah
188.3.2 Peraturan Menteri
188.3.3 Peraturan Lembaga Non Deprtemen
188.3.4 Peraturari Daerah
188.3.41 Peraturan Daerah.Prouinsi
188.3.42 Peraturan Darah Kabupaten/ kota
188.4 Keputusan
188.41 Presiden
188.42 Menteri
188.43 Lembaga Non Departemen
188.44 Gebemur
188.45 Bupati/ Walikota
188.46 Sekda/ Kepala Dinae/Tnpekiur
188.5 Instruksi
188.51 .1 Presiden
188.5.2 .2 Menteri
188.5.3 .3 Lembaga Non Departemen
188.5.4 .4 Gubernur
188.5.5 .5 Bupati/ Walikota
189 HukumAdat
189.1 Tokoh Adat/ Masyarakat
198.2 Bentuk hukum
199
190 HUBUNGANLUAR NEGERI
191 Perwakilan Asing/ Kedutaan/ Konjen
192 Tamu Neqara
193 Kerjasama Denqari Neqara Asing
193.1 Asean
193.2 Bantuan Luar Neqeri
194 Peruiakilari Ri Di Luar Negeri
195 PBB
196 Laporan Luar Negeri
200 POLITIK
201 Perencanaan dan Proqra Pembinaan Politik Luar Neqeri
201.1 Pembinaan dan Pemahaman ideologi Negara
201.2 Kesatuan Bangsa
201.3 Pelaksanaan Pembinaan Politikdaam Neqeri, Laporari

- --- ---',
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201.4 Keadan Politik: Luar Neqeri
201.5 Evaluasi dan Penqauiasari Pembinaari Ipoeksosbud Hankam
201.6 Orde Baru
201.7 Orde reformasi
204 Yenfikasi Parpol Peserta Pemilu
204.1 Penyelenggaraan Pemilu
204.2 Pendaftarari Pemilih.
205 Penetap_anDaftar Calon Pemilih Tetap
206 Parpol Peserta Pemilih.
207 Pendaftarari Bakal Calea
208 Penetapan Caleq
209 Peraturan / Tata Cara Kampanue
210 KEPARTAIAN
211 Partai Politik
211.1 Lambang Parpol
211.2 Anggaran Dasar dan Anqqarari Rumah Tanqqa Parpol
211.3 Program Kerja, Data Keria Parpol
211.4 Pembinaari Parpol
211.5 Hasil Munas / Musda Parpol
211.6 Struktur/ Kepenqurusan, Penqkaderari dan Keangotaan Parpol
211.7 Data Inventaris dan Keuangan Parpol
212 Partai/Oraanisasi Terlaranq
212.1 Keputusan Pembubaran partai/ orqanisasi terlaranq
212.2 Dajtar dan data penaunis anaqota partai / orqanisasi terlarana
212.3 Ijin Meninggalkan tempat / domisili bagi anggota partai /organisasi

terlaranq
212.4 Dajtar berkala mengenai Keadaan anggota partai/ organisasi

terlarang
212.5 Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/ organisasi

terlarariq
213 Bantua Keuanqari Parpol
220 ORGANISASIKEMASYARAKATAN
221 Pembetukan oraanisasi
221.1 Anggaran Dasar dan Anqqarari Rumah Tangga
221.2 Kepenqurusari dan daftar anaaota orqanisasi
221.3 Program Kerja Orqanisasi
221.4 Munas/ Musda Provinsi dan Kabupateri / Kota
222 Pembinaan oraanisasi
222.1 Keqiatari orqanisasi dan pelaporannya
222.2 Daftar inventaris kekauaan oraanisasi
223 Berdasarkan Perjuanqari
224 Berdasarkan Kekaruaari
225 Berdasarkan Kerohaniari
226
230 ORGANISASIPROFESIDAN FUNGSIONAL
230 Pembentukan oraanisasi
230.1 Anggaran Dasar dan Anaqarari Rumah Tanqqa
230.2 Kepengurusan dan daftar anggota orqanisasi
230.3 Program kerja orqanisasi
230.4 Munas / Musda Provinsi dan Kabupateri / Kota
231 Pembinaari Orqanisasi
231.1 Keqiatari orqanisasi dan pelaporannua
231.2 Daftar inventaris kekauaari orqanisasi
232 lkatan Dokter Indonesia
233 Persatuan Guru Republik: Indonesia
234 Persatuan Sariana Hukum Indonesia
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235 Persatuan Advokat Indonesia
236 Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
237 Korp Peqaioai Republik: Indonesia
238 Persatuan Wartawan Indonesia
239 Ikatan Cendekiauiari Muslim Indonesia (Icmi)
240 ORGANISASI PEMUDA
240.1 Anqqarari Dasar dan Anqqarari Rumah Tangga
240.2 Kepengurusan dan daftar anaaota oraanisasi
240.3 Proaram kerja orqanisasi
240.4 Munas / Musda Prouinsi dan Kabuoaieri / Kota
241 Pembinaan Orqanisasi
241.1 Keqiatari orqanisasi dan pelaporannua
241.2 Daftar Inventaris kekauaan oraanisasi
242 Komite Nasional Pemuda Indonesia
243 Orqanisasi Mahasiswa
244 Orqanisasi Pelaiar
245 Gerakari Pemuda Ansor
246 Gerakan Pemuda Islam Indonesia
247 Gerakan Pemuda Marhaenis
248 Pemuda Pancasila
249 Anqkatan Muda Pembaharuan Indonesia
250 ORGANISASI BURUH,TANI DAN NELAYAN
251 Pembentukan orqanisasi
251.1 Angqaran Dasar dan Anqqarari Rumah Tanqqa
251.2 Kepengurusan dan daftar anqqota orqanisasi
251.3 Proaram kerja orqanisasi
251.4 Munas / Musda Prouinsi dan Kabupateri / Kota
252 Pembinaan Orqanisasi
252.1 Keqiatari orqanisasi dan pelaporannua
252.2 Daftar Inventaris kekauaari orqanisasi
260 ORGANISASI WANITA

Pembentukan oraanisasi
260.1 Anggaran Dasar dan Anqqarari Rumah Tanqqa
260.2 Keperiqurusari dan dafiar anaaota orqanisasi
260.3 Program kerja oraanisasi
260.4 Munas / Musda Prouinsi dan Kabupaieri / Kota
261 Pembinaan Organisasi
261.1 Kegiatan orqarusasi dan pelaporannua
261.2 Daftar Inueritaris kekauaari orqanisasi
262 Federasi Buruh Seluruh Indonesia
263 Orqanisasi Buruh Intemasional
264 Himpunan Kerukunari Tani Indonesia
265 Himpinari Nelauari Seluruh Indonesia
266 Keluarga Supir Profesional Indonesia (Kesspi)
267 Kesatuan Pelaut Indonesia (Kpi)
268 Himpunan Penausaha Penqeroh. Tenaqa Kerja Indonesia
269 Perhimpuriari Anqqrek: Indonesia
270 PEMILU (PEMILIHAN UMUM) / PILKADA (PEMILIHAN DAERAH)
271 Pendaftarari
272 Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilu
273 Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilu
274 Pencalonan
274.1 Penqaiuari Calon
274.2 Penelitiari Calon
274.3 Penyusunan DCS (Daftar Calon Sementara)
274.4 Penuusunari DPT (Daftar Pemilih Tetap)

-- - -- - ~-~
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274.5 Penaumumari Daftar Calon
274.6 Nomor Urut / Tanda Gambar
275 Kampanue
275.1 Minaau Tenanq
275.2 Dana Kampanue
276 Pemunqutari Suara / Penghitungan Suara
277 Pemilih. / Daftar Pemilih
278 Hasil Pemilu
278.1 Penetapari tertnlih. dan pembaqiari kursi an_ggotalegislativ
278.2 Penetapan pemenanq oilkada
279 Penqucapari Supah. Janji
280 SARANA PEMILU
280.1 TPS
280.2 Kendaraan
280.3 Surat Suara
280.4 Kotak Suara
280.5 Bilik Suara
281 Petuqas Pemilu
282 KPU / KPUD
283 Badan Penqauiasari Pemilu / Pilkada
284 Panitia Penqauias Pemilu / Pilkada
285 Panitia Pemungut Kecamatan / PPK
286 Kelotnpok: Penuelenqqara Pemungutan Suara / KPPS
287 Pemantauan
288 Pelanaoaran
289 Senaketa
300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
300.1 Kebiiakari Pemerintah menqenai situasi dan kondisi keamanan
300.2 Pembinaari dan pengaturan mengenai larangan
300.3 Pencegahan dan penanggulangan gangguan / ancaman

keamanan/ ketertiban umum
300.4 Proqram keria serta tata cara penanqqulanqari keamanan
301 Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum

(Trantibum)
302 Pengawasan Trantibum
303 Peneqakari pelaksanaan perda
304 Pembinaan / Penyuluhan Pelanggaran Perda
305 Patroli Wilayah
306 Laporari Kunjunqari VIP,WIP, tamu asing
306.1 Penaamanari
306.2 Penqauialari
307 Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi

pemberitahuan, ketentuan pelaksanana dan pengawasan
310 PERTAHANAN
311 Darat
312 Laut
313 Udara
314 Ketahanan Bangsa
315 Ketahanan Ekonomi
316 Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemas_y_arakatan
320 KEMELITERAN/ TNI
321 Latihan Militer
322 Wajib militer
323 Operasi miliier
324 Kekaruaari TNI
325 Kemanunqqalan: TNI denqari rakuat
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330 KEAMANAN
331 Kepolisiari
331.1 Kriminal
331.2 Razia Saiam
331.3 Razia Pekat
331.4 Adana Kaorupsi
332 Polisi Pamona Praia
332.1 Teguran
332.2 Razia kaki lima
332.3 Tindak pidana rinqari
332.4 Kerjasama denqari iniitusi keamanan lain
332.5 Penanganan Huru hara/ demoristrasi
332.6 Razia PSK
332.7 Razia Gepena
332.8 Raziapekat
332.9 Projustisia
333 Pengawasan / siuadaua
333.1 Kamra
333.2 Hansip
333.3 Poskamlinq
334 Teror/ gangguan Masyarakat
336 Periudiari
337 Surat-surat kalenq
338 Pengaduan Masyarakat
339 Himbauan/ Laranaan
340 PERLINDUNGANMASYARAKAT (LINMAS)
340.1 Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas
341 Petnbinaari dan Diklat
341.1 Pengangkatan/ Pemberhentian Anggota Linmas
341.2 Pendidikan/ Latihan Linmas
341.3 Latihan PAM swakarsa
341.4 Pendidikan/ Latihan MENWA
342 Pengerahan dan Periqendaliari Linmas
343 Kesejahteraan baai anqqota Linmas
343.1 Pemberian tali asih baai anaaota Linmas
343.2 Bantuan modal usaha baai anaaota Linmas
343.3 Santunan Uanq duka baai anaqota Linmas
343.4 Pengharqaan baqi anqqota Linmas
344 Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa
344.1 Linmas Laniut Usia
345 Orientasi kesadaran Bela Neaara
346 Keqiatan. Pelaksanaan Linmas
347 -
350 KEJAHATAN
351 Makar/ Pemberontakan/Terorisme
352 Pemburiuhari
353 Penganiyaan/ Pencurian/ Perampasan
354 Subversi/ Penyeludupan/ Narkotika
355 Penipuan dan pemalsuari
355.1 Uang
355.2 Iiazah.
355.3 Kejaqatari Pemalsuan Lainnua
356 Koruosi/ Penyelewenaan/ Penualahgunaan Jabatan
357 Kekerasan pada perempuari dan anak
357.1 Pelaporan
357.2 Penanqanari Korban
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358 Kenakalan
359 Kejahatan Lainnua (Trafickinq, hipnotis, dll)
360 BENCANA
360.1 Pelatihari
360.2 Surat Keputusan
360.3 Berita Acara
361 Gunung Merapi/ Gempa/ Tsunami
362 Banjir I Tanah lonqsor
363 Anqiri Topari
364 Kebakaran
364.1 Pemadam Kebakaran
365 Kekeringan
366 Darurat
367 Posko Bencana
368 Koordinasi/ unsur penaarah. Penanqqulanqari Bencana
369 MOU Pemerintah Pusat BNPB
370 KECELAKAAN
371 Latihari SAR
372 Latihan Keterampilari Penuelamatari di air dan menyelam
373 Latihari Manaqemen baai Peiabai
374 Satkorlat dan Satlak PBP
375 Pelaiihari Kemamnuari pusdalop baqi aparat PBP
376 Latihan keterampilan pemadam kebakarari
377 Kecelakaari Darat, Laut, Udara, Sunqai I Danau
378 In vestigasil Penuelidikari kecelakaan
379 Asuransi kecelakaan
380 PENDAMPINGANREHABILITASIDAN REKONSTRUKSI
381 Perencanaan
381.1 Perencanaan Teknis
381.2 Rekomendasi
382 Bantuan Bencana
383 Penanggulangan Bencana denqari pihak: lain
384 Sarana prasara rehabilitasi dan rekoristrukisi
385 PUSDALOPS
386 Kunjunqari Iaoanaan
387 Relawan
388 Laporan bencana
390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN
391 Iristarisi pemerintah. ousat
392 Instansi pemerintah di daerah
393 Lembaqa International
394 Lembaga non pemeriniah. nasional
400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
401 Kebijakan dan proarani pemerintah: untuk kesejahteraan rakuat
402 Keluarga Miskin
403 BantuanBLT
404 PNPM
410 BANGUNAN DESAI KELURAHAN
411 Pembinaari Usaha Gotona rouona
411.1 Swadaya Gotonq Rouona I Swasta Masuarakat Desa
411.11 Penataan Gotong Rouonq
411.12 Pungutan Desa
411.2 Lembaqa Sosial Desa (LSD)
411.21 Pembinaari Rt I Rw
411.22 Prouek Desa
411.23 Musyawarahl Musuauiarah: Pembariquriari Desa
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411.24 Perencanaan Partisifaiif Pembariqunari
411.3 Latihan kerja Masuarakat I Peninakatan Keterampilan
411.31 Kader Masyarakat
411.32 Kuliah Kerja Nuata (KKN)
411.33 Pusat Latihan
411.4 Pembinaan Keseianieraari keluarga (PKK)
411.5 Penuuluhari Masuarakat Desa
411.6 Posyandu
411.7 Bulan Bhakii Gotona Rouonq Masuarakat (BBGRM)
412 Perekonomian Desai Pembinaan Usaha Ekonomi Desa
412.1 Produksi Unqqulari Desa
412.11 Kewirausahaan
412.12 Usaha Informasi
412.13 Anqkatari Kerja Desa
412.14 Pengolahan
412.15 Pemasaran
412.2 Pembiayaan Pembanaunari Desa
412.21 Penakrediiari Desai Usaha Ekonomi Desa
412.22 Inventarisasi Data
412.23 Bantuan I Stimulasi
412.24 Petunjuk/ Pembinaan Pelaksanaan
412.25 Pelaksanaan dan Perkembanaari Pembanaunari
412.26 Pelaporan
412.27 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

(PNPM-MP)
412.3 Koperasi Desa
412.31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
412.32 Koperasi Unit Desa7KUD)
412.4 Penataan Bantuan Pembanqunari Desa I Bina Bantuan
412.41 Bantuan Desa
412.42 Jumlah RTIRW uana diberi bantuan
412.5 Alokasi Bantuan Pembanaunan: Desa
412.6 Pelaksanaan Bantuan Pembariounari Desa
412.61 Bantuan Lanqsunq
413 Sarana dan Prasarana Desai Pembinaan SDA dan Pemukiman Desa
413.1 Prasarana dan Sarana Desa
413.11 Pembinaan
413.12 Bimbinqari Teknis
413.2 Pemukiman Kembali penduduk/ Bina Tata Pemukimari Pedesaan
413.21 lokasi
413.22 Diskusi
413.23 Pelaksanaan
413.3 Pemugaran peru mahan dan lingkungan Desa I peru mahan dan

linqkuriqari Desa
413.31 Rumah Sehai
413.32 Prouek: Periniis
413.33 Pelaksanaan
413.34 Penqembanqari
413.35 Perbaikari kampunq
413.4 Sumber Daua Desa
413.5 Peran Serta Desa
413.6 Teknologi Tepat Guna (ITG)
414 Penqembanqari Desa
414.1 Tingkat Perkembanqari Desa
414.11 JumlahDesa
414.12 Pemekaran Desa
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414.13 Pembentukan Desa Baru
414.14 Evaluasi
414.15 Profil Desai Kelurahan
414.2 Unit Desa Kerja Pembangunan
414.21 Penyusunan Program I Perencanaan Pembangunan Tingkat

Kecamatan
414.22 Lokasi UDKPI Desa Terpilih. I Desa Bermasalah
414.23 Pelaksanaan I Program Proyek Masuk Desa
414.24 Bimbinqari Pembinaan
414.25 Eualuasi
414.26 Pendataan Potensi I ProfiZDesa
414.3 Tata Desa
414.31 Inventarisasi
414.32 Penyusunan PoZaTata Desa
414.33 Aplikasi Tata Desa
414.34 Pemetaan
414.35 Pedoman Pelaksanaan
414.36 Evaluasi
414.37 Penataan Kawasan Ruanq
414.38 Kawasan Khusus
414.4 PerZombaanDesa
414.41 Pedoman
414.42 Penilaiari
414.43 Kejuaraan
414.44 Piaaam
414.5 Penqembanqari Kawasan Terpadu
414.51 Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinqqal (P3DT)
414.52 Bantuan Peninqkatari Prasarana Jalan Poros Desa (P2JPd)
414.53 Pendampinq dan Sarana Pendampinq Puma Waktu (SP2W)
414.54 Penanaanari Kasus
415 Koordinasi
415.1 Sektor Khusus
415. Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
415.3 TeamKoordinasi Pusat (TKP)
415.4 Kerjasama
415.41 Luar Negeri
415.42 Perquruari Tinqqi
415.43 Kemeriterian/ Lembaga Pemerintah
415.44 Lembaqa lainnua
416 -
420 PENDIDIKAN
420.1 Kebijakari dan Proqram.Pemerintah untuk _Rendidikan
420.2 Pendidikan karakier banqsa, wawasan kebanqsaan, jiwa

nasionalisme dsb
420.3 Pendidikan Kemasuarakatari
421 Sekolah (termasuk akreditasi)
421.1 Pra sekolah (PAUD)Plauqroup)
421.2 Sekolah Dasar
421.3 Sekolah Menenqah.
421.4 Sekolah Kejuruan
421.5 Perquruari Tinqqi {Sekolah Tinqqi; Akademi, Universitas} dll)
421.6 Kegiatan Sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum
421.7 Kegiatan Pelajar diantaranya reuni, darmaiuisata, widyawisata

lomba-lomba {LKS} olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains],
Pelajar teladan, Pertukarari Pelajar

421.8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
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421.9 Pendidikan Luar Sekolah/ Pemberantasan Buta Huruf
422 Administrasi Sekolah
422.1 Persuaratari masuk sekolah; testinq, ujian, OSPEK
422.2 Tahun Pelaiarari
422.3 Hari Libur
422.4 Uanq Sekolah, dianiaranua SPP,SPI
422.5 Bea Siswa dan Penqharqaari siswa berorestasi
422.6 Iiazan Sertitikat
422.7 Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Bantuan

Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM)
423 Metode Belaiar
423.1 Kuliah
423.2 Ceramah Simposium, Seminar
423.3 Diskusi
423.4 Kuliah Lapanqan, KKN, Maqanq/ Prakiek/ PKL
423.5 Kurikulum
423.6 Kama Tulis, Karua Ilmiaii
423.7 Ujiari
423.8 Silabus / kurikulum
424 Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/ dosen teladan, guru/ dosen

berprestasii
424.1 Guru Kontrak / Guru Bantu
424.2 SertiJfkasi Guru
425 Sarana Pendidikan
425.1 Banaunari Perididikari
425.11 Geduna Sekolah
425.12 Katrunis
425.13 Pusat Keqiaiari
425.14 Peroustakaan
425.15 Laboratorium
425.2 Buku
425.3 Perlenakanati Pendidikan
425.4 Sistem. Informasi Pendidikari
425.5 Penaembanaari Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
426 KEOLAHRAGAAN
426.1 Pembinaan Keolahragaan
426.11 Olah raga Prestasi (PON,Sea Games, Keiurnas, Olympiade)
426.12 Olah raaa Pendidikan (POPDASD,Porseni dll)
426.13 Olah raga Rekreasi / Massal [Senam, sepeda saniai, olahraga

tradisional)
426.14 Iotek dan Industri Olah raqa
426.2 Sarana Prasarana Keolahraqaari
426.21 Geduna Olah Raga
426.22 Stadion
426.23 Lapanqan
425.24 Kolam Renana
426.3 Kemitraan Olah Raga
426.4 KONI
427 Kepramukaan/Kepanduan
427.1 Pekemahan
427.2 Pembinaan Pramuka
428 Kepemudaari
428.1 Pertukarari Pemuda
428.2 Paskibraka
428.3 Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja :

aelanaaana remaia
. -
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428.4 Kemitraan Pemuda
428.5 Karanq Taruna
429 -
430 KEBUDAYAAN
430.1 Kebijakari dan Program Pemerintah untuk kebudauaan
430.2 Pembinaan bidana kebudauaari
431 Kesenian
431.1 Cabang Kesenian (Seni Pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa,

seni lukis dll)
431.2 Sarana Pengembanqan Kesenian
431.21 Gedung Kesenian
431.22 Padepokan
431.23 Lembaga Adat
431.24 Keqiatari adat/ tradisi
431.3 Usaha pertunjukan, hiburan : Festival, pentas seni. promosi seni
432 Kepurbakalaari
432.1 Museum
432.2 Peninaaalari Kuno
432.21 Caridi, termasuk pemuaarari
432.22 Benda Sejarah
433 Seiarah.
434 Bahasa Daerah/ Nasional/ Intemasinal
435 Perizinan Pagelaran / Petuniuk Keseniari
436 Aliran Kepercauaari
337 Kesenian Adat
440 KESEHATAN
440.1 Kebijakari dan oroaratri oemeriniah. untuk kesehatan
441 Pembinaan Kesehatan
441.1 Gigi
441.2 Mata
441.3 Jiwa
441.4 Kanker
441.5 UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
441.6 Perawatan
441.7 Kesehatan Masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan

Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb
441.8 Kesehatan Ibu dan Anak
441.9 JPSBK [Jamiriari Penqamari Sosial Bidanq Kesehatan)
441.91 JAMKESMAS/ JAMKESDA / JAMPERSAL
441.92 Jaminan lainnua
441.93 Gerakan Jum'at Bersih
.442 Obat-obatan
442.1 Pengadaan
442.2 Pemeriksaan Obat
442.3 Penyim]J_ananObat
442.4 Distribusi obat
442.5 Periqau/asari Obat
442.51 Obat Generik:
442.52 Obat Terlarana
442.53 Pemalsuan Obat
443 Pemberantasan dan penceqahari penuakit
443.1 Penceqahari Penuakii
443.2 Pemberantasan Penuakii Menular langsung (P.2.M.L)
443.21 Kusta
443.22 Kelamin, HIV, HIDS, IMS
443.23 Frambusia
- -
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443.24 T.B.C
443.25 Kolera
443.26 SARS, dan jenis penuakii lainnua
443.3 Pemberantasan penuakit menular sumber binatang (P2Bj
443.31 Malaria
443.32 Dengue Heemorrhaaie Fever (DHFj
443.33 Filaria
443.34 Serangga
443.35 Rabies
443.36 Antrak
443.37 Leptosirosis
443.38 Chikungunya
443.39 JDenyakitlainnya
443.4 Pemberantasari dan Penceaahari Penuakii Tidak:Menular
443.41 A Pekioris
443.42 IMA (Irama Mastcmik Akut)
443.43 Hipertensi
443.44 Stroke
443.45 Diabetes Melitus
443.46 Pemberantasan dan Pencegahan Penuakii CA Seruiks
443.47 Pemberantasan dan Periceaahari Penyakit CAMammae
443.48 Pemberantasan dan Pencegahan Periuakit CAHepar
443.49 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CAParu, Dan Penyakit

Lainya
443.5. Epidemiology dan Karantina (Epidka]
443.51 Imunisasi
443.52 Surveilanse
443.53 Pestisida
443.54 Pencemaran udara
443.55 Jamban Keluarqa
443.56 Kesehatan Institusi
443.6 Higiene sanitasi
443.61 Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman

(TPPMMj,jasa boqa
443,62 Sarana air minum
443.63 Pestisida, insektisida
443.64 Pencemaran
443.65 Jambari keluarqa, Sanitasi rumah tangga
443.66 Kesehatan institusi,Misal : Poskestren, Sanitasi masjid dll
443,67 Higiene sanitasi CA. Mammae
443.68 Higiene sanitasi CA Hepar
443.69 Hiqiene sanitasi CA. Paru
443.7 Kejadiari khusus
443.71 Dekopensatiokordosis (Seranaan iantunq}
443.72 Asma
443.73 Psikosis
443,74 JDPOM
443.75 Kecelakaan Lalu Lintas
443.76 Kejadiari Luar Biasa (KLB)
444 Gizi dan Penaawasan Makanan
444.1 Kekurangan Makanan
444.2 Bahaua kelaparan, busuna laoar .qizi busuk:
444.3 Keracunan Makanan
444.4 Menu makanan rakuat
444.5 Badan Pebaikari Gizi Daerah (BPGD)
444.6 Prcqram Makanari Tambaan Anak Sekolah ( PMT-ASj. ... -~-- '
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444.7 Gondok: endemic (GAKii
445 RSU, RSJ, RSKhusus, PUSKESMAS,PUSKESMASKelilina
445.1 Pelayanan Medis (Termasuk surat keterangan berkaitari dengan

kondisis pasien, visum)
445.11 Rawat Inap
445.12 Rawat Jalari
445.13 IGD
445.14 IBS
445.15 tcu
445.16 MCU (Medical Check Up)
445.2 Penunjang Medis
445.21 Farmasi
445.22 Rekam Medik:
445.23 Radioloqi
445.24 Gizi
445.25 Laboratorium Klinik
445.26 Laboratorium Patoloai Anatomi,Forensik
445.27 Bank Daerah Rumah Sakit
445.28 Saniiasi Rumah Sakit
445.29 CSSD/ Laundru
445.3 Keperauiatari
445.4 Komite Medik
445.5 SPI (Satuari Penaauias Internal)
445.6 Mutu Rumah Sakit
445.61 Akreditasi
445.62 ISO
445.63 PSBH (Problem Soluina For Better Hospital)
445.64 IKM {Indeks Kepuasan. Masuarakai)
445.7 IPAL (Instalasi Penaolahari Limbah)
445.8 Promosi Layanan Kesehatan
445.9 Kasus Hukum Rumah Sakit
446 Tenaqa Medis
446.1 Perencananaan Tenaaa Medis
446.2 Pendauaqunaari Tenaqa Medis
446.21 Periiinari Urituk: Tenaaa Medis
446.22 Kegiatan Bhakti Sosial Tenaqa Medis
446.23 TKHI (Tenaqa Kesehatan Haii Indonesia)
446.3 Diklat Tenaga Kesehatan / Medis
446.4 Diklat Tenaga Kesehatan / Para Medis
446.5 Pendidikari di Bidana Kesehatan Termasuk Pendidikari Spesialis
447 Peralatan Kesehatan
447.1 Standarisasi
447.2 Penyimpanan
447.3 Distribu.si
447.4 Perijinan Berkaitari Denaari Alat Kesehatan
448 Penqobatari Aliernatif
448.1 Piiat
448.2 Akupuntur
448.3 Jamu dan Herbal
448.4 Dukun
449 Lembaga Penuedia Lauanari Kesehatan
449.1 PUSKESMAS dan PUSKESMASKelilinq
449.2 Poliklinik dan Balai Kesehatan
449.3 Rumah. Bersalin
449.4 Posyandu
449.5 Laboratorium Kesehatan
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449.6 Apotik
449.7 Sanatorium Kesehatan
450 AGAMA
450.1 Kebijakan dan Program Pemerintah Dalam Petnbinaari dan

Pengawasan Bidanq Keaqamaari
450.2 Bantuan dibidana Keaaamaan
451 Islam
451.1 Peribadatan
451.11 Sholat
451.12 Zakat,Injaq, Shodaaoii
451.13 Puasa
451.14 Umroh dan Haii
451.2 Rumah Ibadah (Masjid, Musholla Surau)
451.3 TokohAgama
451.4 Pendidikari Aqama
451.41 Pendidikari Tinaai Aqama
451.42 Menenqah , MTs, MA
451.43 Dasar, Pra Sekolah,MI
451.44 Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ/Madrasah Diniyah, Pondok

Pesantren dll)
451.45 Sarana Pendidikari Meiiputi Buku, Gedunq Sekolah dll
451.46 Tenaga Pengajar
451.47 Dakwah (Pengajian, MTQ)
451.5 Wakaf
451.6 Mazhab Agama Islam
451.7 Organisasi Keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan

Hisab Rukyat dll)
451.8 Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)
452 Kristen Protestan
452.1 Peribadatan
452.2 Rumah Ibadah Gereia dll
452.3 Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)
452.4 Mazhab Agama Kristen Protestan
452.5 Organisasi Gerejani
453 Khatolik
453.1 Peribadatan
453.2 Rumah Ibadah Gereta dll
453.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
453.4 Mazhab Agama Khatolik
453.5 Organisasi Gereiani
454 Hindu
454.1 Peribadatan
454.2 Rumah Ibadah Pura dll
454.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
454.4 Mazhab Agama Hindu
454.5 Orqanisasi Agama Hindu
455 Budha
455.1 Peribadatan
455.2 Rumah Ibadah Caridi, Vihara dll
455.3 Tokoh Agama Rohaniawan
455.4 Mazhab Aqama Budha
455.5 Oraanisasi Agama Budha
456 Aliran Sesat
460 SOSIAL
461 Rehabilitasi oenuandanq Cacat
461.1 Cacat Ganda
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461.2 Cacat Fisik
461.3 Cacat Mental
462 Rehabilitasi Sosial
462.1 Gelandariqanr orariq terlaniar, anak:ialanari
462.2 Pengemis
462.3 Tuna susila
462.4 Anak nakal
462.5 Tuna wisma
463 Kesejahteraan anak: dan keluaraa
463.1 Anak Putus Sekolah
463.11 Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
463.12 Perlindunaan Anak
463.13 AnakAsuh
463.2 Kualitas Hidup Perempuari
463.21 Perlindunqari Perempuari
463.22 Ibu Teladan
463.23 Penqarusutamaari Gender (PUG)
464 Keperintisan dan Kepahlawanan
464.1 Pahlawan meliputi Penghargaan kepada Pahlawan, tunjangan kepada

pahlawan dan jandanua
464.2 Periritis kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan

tunjanqari kepada Periniis Kemerdekaari
464.3 Cacat Veteran
465 Keeejahieraari Sosial
465.1 Lanjut Usia
465.2 Korbari kekacauan, penqunqsian, rehabilitasi
465.3 Masuarakat miskin: Raskin, BLT dll
466 Sumbangan sosial
466.1 Korbari bencana
466.11 Jaminari sosial
466.2 Pencairari dana untuk sumbangan : Penyelenggaraan undian,

ketanqkasan, bazaar dsb
466.3 Panii Asuhan
467 Bimbingan sosial
467.1 Masyarakat suku terasing meliputi .' bimbinqari pendidikan,

kesehatan, pemukiman, Pembinaari Komunitas Adat Terpencil (PKAT)
dan sebaqairuja

468 PMI
469 Makam
469.1 Umum
469.2 Pahlawan
469.3 Khusus, Keluarqa, Raja
469.4 Krematorium
470 KEPENDUDUKANDAN CATATANSIPIL
470.1 Kebijakan dan Proaram Pemerintah untuk kependudukan
471 PENDAFTARANPENDUDUK
471.1 Identitas Penduduk
471.11 Biodata
471.12 Nomor Induk Kenendudukari
471.13 Kartu Tanda Penduduk
471.1.4 Kartu Keluarga
471.15 Advokasi Identitas Penduduk
471.2 Perpindahari Penduduk: dalam ioilauah. Indonesia
471.21 Perpindahari Penduduk WNI
471.22 Perpindahari Penduduk: WNAdalam ioilauah. Indonesia
471.23 Perpindahari Penduduk: WNAdan WNI tinqaal sementara
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471.24 Daerah Terbelakana
471.25 BedolDesa
471.3 Perpindahari Penduduk Antar Negara
471.31 Penduduk Indonesia Ke Luar Neqeri
471.32 Orang asing tinaaal sementara
471.33 Orang asing tiriqqal tetap
471.34 Perpindahan penduduk antar Negara diwilayah perbatasan antar

negara (pelintas batas tradisional)
471.4 Pendaftarari penqunqsi dan penduduk: rentan
471.41 Akibat bencana alam
471.42 Akibat kerusuhan sosial
471.43 Pendaftarari penduduk: daerah terbelakanq
471.44 Pendaftarari penduduk: rentan
472 PENCATATAN SIPIL
472.1 Kelahiran kematian dan advokasi
472.11 Kelahiran
472.12 Kematian
472.13 Advokasi Kelahiran dan Kematian
472.2 Perkaioinan, perceraiari dan aduokasi
472.21 Perkawinan Aaama Islam
472.22 Perkawinan Aqama non Islam
472.23 Perceraian Agama Islam
472.24 Perceraian Agama non Islam
472.25 Advokasi Perkawinan dan Perceraian
472.3 Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan

pembatalan akta dan advokasi
472.31 Pengangkatan anak
472.32 Pengakuan anak
472.33 Pen.gesahan anak
472.34 Perubahan akta
472.35 Pembatalan akia
472.36 Pengurusan Penqanqkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Serta

Perubahan dan Pembatalan Akta
472.4 Pencatatan Keioaraaneaaraari
472.41 Akibat perkawinan
472.42 Akibat kelahiran
472.43 Non Perkaioinan/ Non kelahiran
472.44 Naturalisasi
472.45 Perubahan WNI ke WNA
473 INFORMASI KEPENDUDUKAN
473.1 Teknoloqi Infortnasi
473.2 Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia
473.21 Daerah Maju.
473.22 Daerah Berkembana
473.23 Daerah Terbelakana
472.3 Pengolahan Data Keoendudukari
473.31 Pendaftaran Penduduk
473.32 Kejadiari vital penduduk:
473.33 Penduduk non reqistrasi
473.4 Pelayanan informasi kependudukari
473.41 Media Elekironik:
473.42 Media Cetak
473.43 outlet
474 PERKEMBANGAN PENDUDUK
474.1 Penqarahari Kuantitas Penduduk
474.11 Struktur Jumlah

.--- _..._- _._1
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474.12 Komoosisi
474.13 Fertilitas
474.14 Kesehatan Reoroduksi
474.15 Morbiditas Penduduk
474.16 Mortalitas Penduduk
474.2 Penaembanaari Kuantitas Penduduk
474.21 Anak dan remaja
474.22 Penduduk usia produktif
474.23 Penduduk lanjut usia
474.24 Gender
474.3 Penataan Persebaran Penduduk
474.31 Miarasi antar ioilauah.
474.32 Miarasi Intemasional
474.33 Urbanisasi
474.34 Sementara
474.35 Miarasi non Permanen
474.4 Perlindunaari dan Pemberdayaan Penduduk
474.41 Penaembanaari Sistem Perlindunqari Penduduk
474.42 Pelauanari Kelembagaan Ekonomi
474.43 Pelauanari Kelembagaan Sosial Budaua
474.44 Partisipasi Masuarakat
474.5 Penqembanqari Wawasan Kependudukan
474.51 Pendidikari Jalur Sekolah
474.52 Pendidikari Jalur Luar Sekolah
474.53 Pendidikari Jalur Masuarakat
475 TRANSMIGRASI
475.1 Penuiapari informasi daerah transmiarasi
475.11 Informasi potensi peluanq bekerja dan beru.saha didaerah.

transmiarasi
475.12 Perbandinqari potensi daerah asal dan daerah: transmiarasi
475.13 Permasuarakatan/ sosialisasi transmiorasi
475.14 Perari serta lembaqa dan instansi terkait serta media massa dalam

penuamoaiari informasi trarismiarasi
475.15 Publikasi trarismiqrasi melalui pamerari dan kesenian
475.16 Bimbingan dan penyuluhan transmiqrasi baqi masyarakat daerah.

asal dan daerah transmiqrasi
475.17 Keriasama dibidanq transmiqrasi
475.18 Keoulanaari transmiqrasi karena daerah teriadi konflik
475.2 Pemukiman trarismiqrasi
475.21 Periqaunaari tanah pemukiman transmiarasi
475.22 Periqembariqan, strukiur wilayah & anal isis data wilayah

trarismiarasi
475.23 Tata ruanq satuan kawasan penqembanqan; study kelayakan dan

darnpak: linqkunqari transmigrasi
475.24 Teknis ruanq satuan pemukimari dan lokasi/ peta informasi

pemukimari
475.25 Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah. traristniqrasi, [asilitas

umum/ sosial dan jarinaari trarisportasi
475.26 Tanah pemukiman, penqadaari areal tanah dan pembebasannua,

identifikasi, peng_ukurandan pembuaiari batas areal tanah
475.27 Penuelesaiari masalah tanah di lokasi pemukimari transmigrasi
475.28 Tata ruanq pemukimari transmiqrasi
475.281 Raricanaari dan pemanjataan areal tanah
475.282 Rancanqari kapling TSM
475.283 Penqukurari dan pembagian lahari pekaranqan, lahan usaha dan

fasilitas umum
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475.284 Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan
sengketa tanah

475.285 Inueniarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
475.286 Penaukuran batas unit J2emukiman
475.287 Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfataan

areal tanah
475.29 Sarana pemukimari transmigrasi
475.291 Pembinaan dan pengadilan, penyiapan bangunan rumah transmigran

dan jamban keluarga dan fasilitas umum
475.292 Pembinaan dan pengendalianp_enyiapan sarana air bersih
475.293 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber enerqi
475.294 Pembinaari dan penqendaliari l2_ening_katansarana
475.295 Pembinaan , pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan

lingkungan
475.3 Pengerahan, pemindahan dan p_enempatan
475.3.1 Pengkajian dan pengembangan metodepenqerahari dan penempatan
475.32 Teknis penuuluhari dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan
475.33 Pengerahan
475.331 Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
475.332 Berkas persuaratari dan administrasi calon transmiarari
475.333 Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan
475.34 Pemberanqkatari transmiaran
475.341 Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat
475.342 Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberanqkatari
475.343 Pelaksanaan pengurusan pemberanqkatari
475.344 Pengawalan perjalanan transmiqrari
475.345 Pengaturan rute pemberangkatan
475.346 Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan
475.35 Penempatan transmigran
475.351 Kesiapan lokasi dan daya tampung
475.352 Pendataan transmigran di lokasi uanq masih dibina
475.353 Data transmigran uanq meninggalkan lokasi di setiap UPT
475.354 Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti
475.4 Penampungan transmigrasi (transitoj, dan pelatihan transmigran
475.4.1 Pelatihan transmigran
475.411 Program penqajarari dan metodepelatihan
475.412 Penuueuriari silabus dan modul pelatihan
475.413 Penyusunan calon peserta/ pelatih
475.42 Penampungan trarismiqrari di transito
475.421 Pelauanari kesehatan bagi transrniqrori
475.422 Pelauanari makanan baqi transmigran
475.423 Pelayanan pembekalan/ peralatan bagi transmigran
475.5 Pembinaan masyarakat trarismiqrasi
475.5.1 Identijikasi dan peniaiaqari pembinaan
475.511 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis

pembinaan tahap penuesuaiari
475.512 Ideniifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis

pembinaari tahap pengembangan
475.513 Identijikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis

pembinaan tahap pembinaan
475.52 Pembinaan Pendidikari
475.521 Penuediaan/ penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
475.522 Pelaksanaan penuiapari tenaga pendidikan dan status
475.53 Pelaksanaan peningkatan partisipasi masuarakai
475.54 Pembinaan kesehatan
475.541 Penuediaari sarana kesehatan dan KB
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475.542 Penanqaulanaari penuakit dan keiadiari luar biasa
475.543 Pendistribusian bantuan panqari
475.55 Pembinaan rokhani
475.551 Bimbinaari mental spiritual dan penuediaan oetuqas aqama
475.552 Bimbinqari adaptasi masyarakat
475.553 Bimbinaari pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial
475.56 Pelauanari pos di daerah trarismiarasi
475.57 Penuerahari UPT].!ang layak untuk diserahkan
475.58 Penilaian trarismiarari teladan
475.59 Pemantauan dan penilaiari kelauakari usaha
476 KELUARGA BERENCANA
476.1 Alat Koniraseosi
476.2 Pelauanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri
476.3 Penuuluh. Laponaan KB (PLKB)
476.4 Pos KB desa
476.5 Akseptor KB
477 -
478 -
479 -
480 MEDIA MASSA
480.1 Kebiiakari dan program Pemeriniah. dalam bidang media massa
481 Media cetak meliputi perijinari hingga pencabutan ijiri bila terjadi

pelanaaarari
481.1 Surat kabar
481.2 Maialah.
481.3 Buletiri
481.4 Jurnal
481.5 Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik
481.51 Perindustrian Perdaqanqari termasuk 9 haraa pokok:
481.52 Perekonomiari dan Perbankan
481.53 Bidana lainnua
481.6 Lauanan informasi/ Leaflet
481.7 Masukan Analisis Gubemur
482 Media Elekironik: meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi

pelanaqarari
482.1 Radio
482.2 Televisi
482.3 Film Dokumenter
482.4 Penaausasari Lembaaa Penuiarari
482.5 Kelompok: Pemaniau lsi Siaran
482.6 Penakaiian lsi Siaran
482.7 SDM Penuiaran
483 Periklanan
483.1 Ketentuan Peniasanaori Reklame
483.2 Pameran
484 Keuiartauianan/ Jumalistik
484.1 Pembentukan Orqanisasi Profesi
484.2 Kasus-kasus keiuartauranari
484.3 Penualahaunaari Profesi
484.4 Bantuan keoact-i/ dari orqanisasi Profesi Wartawan
484.5 Mueuaurarah. Ivortaioan Indonesia
484.6 Pendidikan Jut ..alistik: khusus wartawan
484.7 Temu Pers/ Koi _'~rensiPers
484.8 Pers Tour
484.9 Kunjunqari Wartawan Asing
485 Penuuluhari ]1.1 .' '!..Jarakat

40



r- Jf! p' \""• I

:

~
1

485.1 Publikasi
485.2 Pendirian information center
486 Pembinaan bidanq Infokorri
486.1 Training Photoarafi
486.2 Training Berita Jumalistik
486.3 Bintek Infokom.
486.4 Rakorda Infokotri
486.5 Rakor Periqendaliari Keaiatari
486.6 Penqelolaari Website Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
487 Hubunqari Antar Lembaaa
487.1 Non Pemerintah
487.11 Wahana Komunikasi Masuarakat
487.12 Letnbaqa Komunikasi Masuarakat
487.2 Lembaqa Pemerintah
487.21 Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan
487.22 Penqelolaari Informasi dan Dokumentasi (PID)
487.3 Luar negeri
487.31 Promosi Luar neqeri
487.32 Kunjungan Wartawan asina
488 Fasilitasi Peniriqkaian. Pelauanari Informasi
489 Sistem Naskah Sosialisasi Keqiatari Gubemur
489.1 Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote

Speaker, Himpunan Rubrik dan Hirnpunari Dialog Interaktif
489.2 Dialog Inierakiif
489.3 Rubrik
489.4 Materi/ pointers Sambuian, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik

dan Dialog Iriteraktif
489.5 Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembanqunari
490 PENGADUANLEWATMEDM
491 Tanqqapati Balik atas Penaaduari
492 Publikasi
493 Bantuan Publikasi
494
495
500 PEREKONOMMN
500.1 Dewan stabilitasi
501 Dewan Stabilisasi
501.1 Penqadaari Panaari
501.11 Ketersidiari Panqari
501.12 Akses Panqari
501.13 Kerawanan Pangan

Pencegahan dan penariqulanqari Kerawanan Panqari
501.131 Penqembanqari Desa Mandiri Panqari (Demapan)
501.132 Penqembanqa Daerah Rawan Panqari (PDRP)
501.133 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
501.2 Distribusi dan Cadanaan Panqari
501.21 Distribusi Panqari
501.22 Harqa Pangan
502 Penqadaari Sandanq
503 Perizinari pad a umumnya. Untuk perizinari sesuai Bidanq, Kiasifikasi

pada masalannua
504 Statistik
510 PERDAGANGAN
510.1 PromosiRerdagangan
510.11 Pekari raua
510.12 [klan
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510.13 Pameran
510.14 Event-event
510.15 Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan]
510.2 Peielanqan, distribusi
510.21 Pemasaran Sembako
510.22 Pemasaran hasil industri
510.23 Penentuan harga pokok:
510.3 Bina usaha dan sarana Perdagangan
510.31 Renana dan program Kerja
510.32 Pelaksanaan Pelauanari administrasi
510.33 Pelaksanaan Teknis
510.34 Pemantauan
510.35 Evalusi dan Pelaf2_oran
510.4 Perijinari (HO, Ganqquan, Reklame, dIll
510.41 Pemerbitan SIUP
510.42 Perpanianqari
510.43 Ijiri prinsip
510.44 Rekomendasi
510.5 Perdaqnqaari aniar pulau I kabupateri
510.51 Keriasama bahari baku
510.52 Industri pemasaran
510.53 Kontrak:
510.6 Tera
510.61 Tera dan Tera ulang
510.62 Takarari
510.63 Timbariqari dan anak Timbanqari
510.64 Kalibrasi
510.65 Cap tanda tera
510.66 Biaya tera
510.7 Bantuan Peralatan
510.71 Proposal
510.72 Surat Perjanjiari I Kontrak
510.73 Serah Terima
510.8 Perijinan: I Rekomendasi Tanda Pabrik
510.9 Kemetroloqiari
510.91 Standart Tinqkai Tiqa
510.92 Standart Kerja Satuan Ukuran
510.93 Ukurari Metrologi
510.931 Peralatan
510.932 Laboratorium Metrologi Leqal
510.933 Tanki Ukur Mobil
510.934 Meter Taxi
510.935 KWH Meter termasuk didalamnua listrik: dan PDAM
510.936 SPBU
511 Pemasaran
511.1 Sembilari bahan pokok diantaranya beras, qaram, minyak tanah,

minuak: qorenq, sabun dll
511.2 Pasar
511.3 Pertokoan, ka~i lima, kios
511.4 Pusat perbelanjaan
512 Ekspor
512.1 Ekspor Hasil Industri
512.2 liiri Ekspor
512.3 Penaembanqari Pasar Luar Neqeri
512.4 Manaqemeri Perdagangan Intemasional
512.5 Eksport Hasil Industri
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512.51 Kebijakan
512.52 Pemasaran
512.6 Pemberitahuan Eksport Barang
512.7 Penqawasan Mutu Barang
512.8 Eksportir Terdaftar
512.9 Evaluasi dan pelaporan
513 Impor
513.1 Ijiri Impor
513.11 Pemberian yin
513.12 Penaendaliari ijin
513.2 Standart Mata Daqana Import
513.3 Manaqernent Perdagangan Intemasional
513.4 Keaiatari Import
513.41 Pembinaan Import
513.42 Pengendalian Import
513.43 Pemantauan Import
513.5 Faktor-faktor Pendukung
513.6 Pengawasan mutu Barang Import
513.7 Penualurari Kegiatan Import
513.71 Bahan Konsumsi
513.72 Bahan Baku
513.73 Bahan Penolonq
513.8 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Imprt
514 Perdaqanqan Aniar Pulau
514.1 Kerjasama Bahan baku
514.2 Industri Pemasaran
514.3 Kontrak
515 Pengembangan Pontesi Perdagangan Luar Negeri
515.1 Promosi dan lnformasi
515.2 Pameran
515.3 Keriasama
516 Peraudanqan , termasuk: tangki penyimpanan minyak _g_oreng
516.1 Peti kemas -
516.2 Tangki Penyimpanan
517 Aneka Usaha ?erdaqangan
518 KOPERASI
518.1 Bina Usaha Koperasi
518.11 Koperasi Pertanian
518.12 Koperasi Non Pertaniari
518.13 Permodalan Kopcrasi
518.131 Pemupukan Mod <l
518.132 Peman{aatan Modal
518.133 Perbankan dan Asuransi
518.134 Permodalan Ll:iw' Koperasi
518.135 Kredit Program Umum
518.136 Kredit Proqram.Khusus
518.14 Distribusi dan Jasa Koperasi
518.141 Distribusi Bahan Pokok
518.142 Distribusi Aneka .l3ahan
518.143 Distribusi Kerjasama Niaga
518.144 Jasa Angkutan
518.145 Jasa Perumahan--
518.146 Aneka Jasa ---
518.15 Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
518.2 Bina Lembaga Koperasi
518.21 Orqanisasi Koperasi-.~,... --
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518.211 Anaaarari Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
518.212 Pemberian Badan Hukum Koperasi
518.213 Penuelesaian Pembubaran Koperasi
518.214 Keraaaari Koperasi
518.215 Penaakuari Koperasi Sekolah
518.216 Amalaamasi
518.217 Tertib Orqanisasi Koperasi
518.218 Penuelesaian Penuelisihan/ Persenaketaari
518.219 Bimbinaari Kesadaran Hukum
518.22 Bina Hubunaari Alat Kelenqkapari Oraanisasi Koperasi
518.221 Rapai Anaaota Tahunan Koperasi
518.222 Penaurus dan Badan Pemeriksa
518.223 Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
518.224 Badan Penasehat dan Pertimbanaan Koperasi Unit Desa (BPPKUD)
518.23 Bina Tata Laksana Koperasi
518.231 Klasfflkasi Koperasi Pedesaan
518.232 Klasifikasi Koperasi Perkotaan
518.233 Klasfflkasi Koperasi Sekunder
518.24 Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
518.241 Administrasi Koperasi Pedesaan
518.242 Administrasi Koperasi Perkotaan
518.243 Karuauian/ ManeqerKoperasi
518.244 Sumber Daua Manusia
518.245 Tenaaa Keria Sukarela Terdidik(TKST)
518.246 Penualuran Alat Sekolah
518.247 Bantuan Pemda Keoada Koperasi/ KUD
518.25 Akuntansi
518.251 Akuntansi Koperasihedesaari
518.252 Akuntansi Koperasi Perkotaan
518.253 Akuntansi Koperasi Sekunder
518.26 Penqawasan Koperasi
518.261 Penaawasan Koperasi Primer
518.262 Periqauiasari ISoperasi Sekunder
518.263 Koperasi Jasa Audit
518.264 Keriasama Kantor Akuntansi
518.27 Penuuluhari Koperasi
581.271 Pembinaan Kader Koperasi
518.272 Masuarakat Umum
518.273 Forum Komunikasi
518.274 Kelompok: Tani
518.275 Petuqas Penuuluh. Koperasi LaoanaanfPKKL)
518.276 Penilaiari Tinqkat Nasioanl
518.3 Usaha Mikro Kecil dan Menenqah. (UMKM)
518.31 Pembinaan Usaha
518.311 Pembinaan Usaha Mikro
518.312 Pembinaan Usaha Kecil
518.313 Pembinaan Usaha Menenaah.
518.32 Penaauiasari Usaha
518.321 Penaawasan Usaha Mikro
518.322 Penqaiuasari Usaha Kecil
518.323 Penaaiuasari Usaha Menenqah.
520 PERTANIAN
520.1 Orasarana dan Sarana Pertanian
520.11 Perluasan dan pengelolaan lahan
520.12 Basis Data Laliari
520.13 Penqendaliari Lahari
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520.14 Optimalisaei, Rehabilitasi dan konservasi Lahan
520.15 Perluasan Lahan
520.2 Penqelolaari Iriqasi
520.2 Pembiauaan. Pertaniari
520.3 Pupuk dan peptisida
520.4 Alat dan Mesin Pertaniari
521 Tanaman Panqari
521.1 Pembenihari Tanaman Pengan
521.11 Penilaian Varietas
521.12 Pengawasan Mutu Benih
521.13 Produksi Benih serelia
521.14 Produksi Benih Aneka Umbi
521.15 Bubidaua Serelia (Padi dan Non Pad i)
521.16 Bubidaya Aneka Kacanq dan Umbi
521.17 Perlindungan Tanaman Panaari
521.18 Pascapaneri Tanaman Panqari
521.2 Hortikuliura
521.21 Pembenihari Hortikuliura
521.211 Pembenihan Tanaman Buah
521.212 Pembenihari Tanaman Sauur
521.213 Pembenihan Tanaman Obat
521.214 Pembenihan Florikultura
521.215 Penilaiari Varietas
521.216 Pengawasan Mutu Benih
521.22 Teknologi Budidaua
521.221 Tanaman Buah
521.222 Tanaman Sauur
521.223 Tanaman Obat
521.224 Tanaman Florikultura
521.23 Bimbinqari Usaha Budidaua
521.231 Tanaman Buah
521.232 Tanaman Sauur
521.233 Tanaman Obat
521.234 Tanaman Florikultura
521.24 Teknologi Pascapanen
521.25 Srana Pascaoaneri
521.26 Teknoloqi Perlindunaari Hortikultura
521.27 Penegendalian Oraanisme Pengganggu Tumbuhan Hortikutural
521.28 Dampak: Perubahan Iklim
521.29 Perielitian, Penqkajiari dan Penaembanaan:Pertaniari
521.3 Pengelolaan Pemasaran Hasil Pertaniari
521.31 Pengelolaan Hasil Pertanian
521.32 Mutu. dan Standar
521.33 Penqembanqari Usaha dan Investasi
521.34 Pemasaran
522 Kehutanan
522.1 Perencanaan Hutan
522.11 Survey
522.111 Survey PPA
522.112 Survey Areal
522.113 Survey Pembinaan Hutan
522.114 Survey Potensi Hutan
522.12 Pendataan/ Inventarisasi Areal Hutan
522.121 Data Areal Tata Guna Hutan
522.122 Data Areal Konservasi
522.2 Tata Guna Hutan- --...........
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522.21 Tata Ruano Kawasan
522.211 Pengurusan Kawasan Hutan
522.212 Periafsiran. Hutan
522.213 Mutasi Hutan
522.22 Tata Hutan
522.221 Tata Hutan Sementara
522.222 Tata Hutan Tetap
522.223 Pembukaan Hutan
522.23 Penqukurari dan Pemetaan
522.3 Pengusahaan Hutan
522.31 Data Areal HPH
522.311 SKHPH
522.312 Kerja Sama
522.313 Pembatalan/ Penolakan
522.32 Modal dan Peralatan
522.321 Inueniarisasi Loqinq
522.322 Inueniarisasi Industri
522.323 Peralatan
522.324 Tenaga Kerja Penausahaari Hutan
522.325 Pemeqanq Saham
522.326 Neraca Perusahaan
522.33 Rencana Kerja
522.331 KHPH
522.332 RKPH
522.34 Perpanjangan HPH
522.35 Produksi
522.351 Target Produksi
522.352 Produksi Kayu
522.353 Industri Non- Ka1:f_u
522.36 Industri
522.361 Industri Kayu HPH
522.362 Industri Kauii Non-HPH
522.363 Industri Non Kauu
522.37 Pembinaan HPH
522.371 Pelanggaran dan Sanksi
522.38 Pembanqunari Hutan Tanaman Industri
522.381 Hutan Tanaman Industri Pulp
522.382 HTI Pertukaran
522.39 luran Hutan
522.4 Sarana Usaha
522.41 Standarisasi
522.411 Kayu
522.412 Non Kauu
522.42 Pengujian Hasil Hutan
522.43 Penqembanqari
522.431 Penqembonqari Perusahaan
522.432 Pengembangan Pemasaran
522.44 Pemasaran Hasil Hutan
522.45 SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Huian}, Angkutan Hasil

Hutan
522.451 Sarana dan Prasarana
522.452 Pembinaan dan Peningkatan DalJaHutan
522.46 Tata Usaha Hasil Hutan
522.47 PHBM (Penqelolaari Hutan Bersama Masuarakat)
522.5 Perlindunqari Hutan dan Pelestariari Alam
522.5.1 Konservasi Jenis
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522.511 Satwa uanq Dilindunqi
522.512 Satwa yang Tidak:Dilindunai
522.513 Lembaga Konseruasi Satwa
522.514 Lembaga Konservasi Tumbuhan
522.52 Kawasan Koriseruasi
522.521 eagar Alam ( termasuk laut )
522.522 Suaka Margasatwa
522.523 Taman Wisata ( termasuk laut )
522.524 Taman Nasional
522.525 Taman hutan Raua / Kebun Raua
522.526 TamanBaru
522.527 Hutan Llndunq
522.53 Pengkajian Linakunaari
522.531 Amdal UKL, UPL,Di Dalam Kawasan
522.532 Amdal UKL, UPL,Di Luar Kawasan
522.54 Bina Cinta Alam
522.541 Kelompok Pecinta Alam
522.542 Kader Konseruasi Sumber Daya Alam
522.543 Penuuluhari Konservasi Sumber Daua Alam
522.544 LSM Linqkunqari
522.55 Penqamanan.Hutan
522.551 Jaga Wana
522.552 PPNS
522.553 Gangquan Keamanan Hutari
522.554 Bencana Alam
522.555 Kebakaran Hutan
522.556 Sengketa Hutan
522.557 Hama dan Penuakii
522.558 Pestisida dan Pupuk: Tanaman Hutan
522.559 Alat dan Mesin Kehutanan
522.6 Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
522.61 Pembenihan
522.611 Tegakan Benih
522.612 Pen_g_adaanBenih
522.613 Pengujian dan Penuimpanari Benih
522.614 Lalu Lintas Anqkutari Benih
522.615 Pembibitan
522.616 Pengada dan Penqedar Bibit Bersertifikai
522.617 Pengada dan Penaedar Bibit Tidak:Bersertifikat
522.62 Tanaman Reboisasi
522.621 Lahan Kritis
522.622 Reboisasi Lahan HPH
522.623 Rehabilitasi Tanah Hutan
522.624 Konseruasi Tanah dan Air
522.625 Penqendaliari Perladanaari
522.626 Penqhiiauari
522.627 Aneka Usaha Kehutanan
522.63 Perhutanan Sosial
522.631 Sutera Alam
5225.632 Minyak Kayu Putih
52.633 Perlebahan
522.7 Hutan Produksi
522.71 Hutan Produksi Terbatas
522.72 Hutan Produksi LlanaDapat Dikonservasi
522.8 Kawasan Lindunq
523 Perikanan
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523.1 Rencana.Proqram.Stastistik; Prospek dan Pelaporan Bidang Perikanan
dan Kelautan

523.11 Penyuluhan
523.12 Teknologi
523.2 ProduksiPerikanan
523.21 Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
523.22 Perikanari Budidaua : CBIB, CBIC
523.23 Serl~kasiKesehatanikan
523.3 Usaha Perikanari
523.31 Pelatihan Nelauari
523.32 Pembinaari Wanita Nelauari
523.33 Fasilitas Perijinari : SIUp, SIPI, SKP
523.34 Perbenihari
523.4 Pemasaran dan penaolahari hasil perikanari
523.41 Ekspor Hasil Perikanari
523.42 Impor Hasil Perikanari
523.43 Pemasaran Dalam Neqeri
523.44 Pengusahaperikanan
523.5 Sarana perikanari
523.51 Pelabuhan Perikanan Pantai
523.52 TPI/PPI
523.53 Kesyahbandaran
523.54 Peralatan penanqkapari : kapal, perahu, jarinq, pump dsb
523.6 Pengendalian hama dan penuakit
523.61 Penuakit ikan
523.62 Hama ikan
523.63 Obat-obatan termasuk sertifikasinua
523.7 Koriseruasi dan Suaka Laut
523.71 Transplantasi bibii karanq
523.72 Terumbu karanq
523.73 Manqroue
523.74 Garam
523.75 Harta karun di dalam laut
523.76 Pembinaan/ Pendidikari masuarakai pesisir
524 PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN
524.01 Produksi
524.1.1 Perbibitari
524.1.2 Penyebaran dan Penaembanaari Petemakan
524.1.3 Budidaya
524.2 Usaha Petemakan
524.2.1 Pelayanan Usaha
524.2.2 Periaolahari Hasil dan Pemasaran
524.2.3 Pengembangan SDM dan Kelembaqaari Petemakan
524.3 Kesehatan Hewan
524.3.1 Penqamatari dan Penuidikan Penuakit Hewan
524.3.2 Pencegahan dan Pemberantasan Penuakii Hewan
524.3.3 Obat-obatan Hewan
524.3.4 Pelauanari Kesehatan Hewan
524.4. Kesehatan Masuarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
524.4.1 Zoonosis dan Keseiahieraari Hewan
524.4.2 Huqieni dan Sanitasi
524.4.3 Produk Hewani
524.5 Laboratorium Kesehatan Hewan
524.5.1 Pengujian Mutu Asal Hewan
524.5.2 Penqujiari Mutu Produk:Bahan Asal Hewan
524.6 Inseminasi Buatan
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524.6.1 Produksi Distribusi dan Pemasaran
524.6.2 Pemeliharaan Temak dan Pelauanari Reproduksi
524.7 Pembibitan dan Budi Daua Temak
524.71 Temak Non Ruminansia
524.72 Temak Ruminansia
525 Perkebunan
525.1 Pembenihan
525.11 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
525.111 Pelaporan
525.112 Monitoring
525.113 Statistik Perkebunan
525.12 Produksi Benih
525.121 Karet
525.122 Teh
525.123 Tembakau
525.124 Tebu
525.125 Cengkeh
525.126 Kelapa/ Kopra/ Kelapa sawit
525.127 Kopi
525.128 Kakao
525.129 Jenis Tanaman uanq lain
525.13 Kelembaqaari Benih
525.131 Kelompok tani
525.132 Kemitraan
525.133 Rekomendasi ijiri usaha perkebunan
525.2 Bubidaya Perkebunan
525.21 Penyiapan dan Penerapari Teknoloqi Bubidaua Tanaman Semusim
525.22 Penuiapari dan Penerapan Teknoloqi Bubidaya Tanaman remoah.
525.23 Penyiapan dan Penerapari Teknoloai Bubidaua Tanaman Tahunan
525.3 Perlindungan Tanaman
525.31 Oraanisme Penqqanqqii Tumbuahan
525.311 Hama
525.312 Pestisida
525.32 Iklim dan Penceqah.Kebakarari
525.321 Aqensia Pengendalian Hauati
525.4 Alat dan Mesin Perkebunan
525.41 Power Sprauer
525.42 Hand Sprayer
525.43 Polibag_
525.44 Alat Laboraiorium Perkebunan
525.45 Reagen
525.46 Sarana/ Alat Produksi Perkebunan
525.47 Pengolahan lahari
525.471 Teraserinq
525.5 Pembinaan Usaha
525.51 Bimbinqari Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
525.511 Sosialisasi
525.512 Penyuluhan I Informasi
525.52 Ganqquari Usaha dan Penanganan Komplik:
526 Ketahanari panqari
526.1 Program Bimbinqari Massal
526.2 Penqembanqan. Sarana Sumber Daua
526.2.1 Pembinaari Teknoloqi
526.2.2 Sarana Produksi dan Permodalan
526.2.3 Kelembagaan
526. Agrobisnis. .
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526.3 Mutu Hasil
526.3.1 Pengelola Hasil Pangan
526.3.2 Pemasaran Hasil
526.3.3 Kementriaan
526.4 Distribusi Panqari
526.4.1 Sistem dan l2_olaDistribusi
526.4.2 Sarana dan Prasarana Distribusi
526.4.3 Pengadaan dan Cadanqari Pangan
526.5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
526.5.1 Rawan Paryj_an,Keamanan dan Mutu Panqari
526.5.2 Pola Konsumsi Pangan MasJjarakat
526.5.3 Sistem Inf2rmasi Pangan
527 Peny_uluhandan Pen.qembang_anSDM
527.1 Penyuluhan
527.11 Program dan Kerjasama

Meliputi .'Kebijakan Teknis, rencana dan Program, Kerjasama,
pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penuuluh.

527.12 Informasi dan Materi Penuuluh.
527.13 Kelembagaan Penuuluh.
527.131 Struktural
527.132 Non Struktural
527.14 Ketenagaan Penuuluii
527.15 Kelemba_g_aanPetani
527.151 Kelompok Petani
527.152 Gap_oktan
527.153 Kelom_p_okTaruna Tani
527.154 Kelompol Tani Lainnya
527.16 Usaha Tani
527.161 Pelakii Utama Pelaku Usaha
527.162 Promosi/ Pameran/ Kampany_e
527.163 Penghargaan/ Lomba
528
529
530 PERINDUSTRIAN
530.1 Undang-undang Gangguan
531 Industri Logam
532 Industri Mesin/ Elektronik
533 Industri Kimia/ Farmasi
534 Industri Tekstil
535 Industri Makanan/ minuman
536 Aneka Industri/ Perusahaan
536.1 Home Industri
537 Aneka Kerajinan
537.1 Kerajinari Rakuat
538 Usaha N€!E_ara
538.1 Perjan
538.2 Perum
538.3 Persero
539 Perusahaan Daerah/ BUMD
5391 PDAM
539.2 PLN
539.3 Bank Umum
539.4 BPD
540 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
541 Minyak dan Gas Bumi
541.1 Pengusahaan
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541.11 Periiinan.
541.12 Rekomendasi
541.13 Kontrak Karya
541.14 Pengolahan
541.2 Penualurari
541.3 Tangki, Pompa, Tanker
542 Energi
542.1 Energi altemat(
542.11 GasRawa
542.12 Bahan Bakar Nabati {Biofuei)
542.13 Bioqas
542.14 Energi baru terbarukan
542.15 Periiinari
542.16 Rekomendasi
542.17 Pembinaan dan Penaau/asari
542.2 Konservasi Enerai
542.3 Pemetaan Enerai
542.4 Rencana Umum Perencanaan Bnerqi Daerah (RUPED)
543 Pertambanqan, mineral dan batubara
543.1 Wilayah Usaha Pertambanqari (WIUP)
543.11 WIUPBatuan
543.12 WIUPBukan Loqam.
543.13 WIUPLogam
543.14 WIUPBatubara
543.2 Rekomendasi Teknis
543.3 Perijinari
543.31 IUP Eksplorasi
543.32 IUP Operasi Produksi
543.33 IUP Operasi Produksi Khusus
543.34 Ijin Usaha Jasa Pertambanqari
543.35 Pencabutan Ijin
543.4 Pembinaan
543.5 Penaaioasari
543.51 Pengawasan Usaha Pertambanqari
543.52 Penerbitan Keqiatari Pertambanaari
543.6 Pasca Tambana
543.61 Reklamasi
543.62 Penutupan
544 Air tanah
544.1 Cekunqari Air Tanah (CAT)
544.11 Pemetaan CAT
544.12 Imbuhan CAT
544.13 Lepasan CAT
544.14 Konservasi
544.15 Penqendaliari Datta Rusak
544.2 RekomendasiTekn~
544.3 Sumur Artesis
544.4 Sumur Bor
544.5 Sumur Gali (Pasak)
544.6 Pengusaha Penqebor (APATINDO)
544.7 Sumur Pantau
544.8 Harqa Dasar Air/ Nilai Perolehan Air
544.9 Hidrolooi
545 Geologi
545.1 Pemetaan
545.2 Miiiqasi Bencana Geoloqi
-'"'--- _-
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545.3 Vulkanoloqi
545.31 Pengawasan Vulkcinoloqi
545.32 Panas Bumi
545.4 Hidroqeoloai
545.5 Gerakan Tanah. (Longsoran, amblesan)
545.6 Penqauiasan; penqendaliari
546 Hidrologi
547 Kesamudraan
548 Penahematari Energ_i
550 PERHUBUNGAN
551 Perhubungan Darat
551.1 Lalu lintas jalan. raua, sunqai, danau
551.11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
551.12 Uji Kelauakari Kendaraan Bermotor (Keur)
551.13 Kecelakaan Lalu Lintas
551.2 Angkutan Jalan Raua
551.21 Perizinari
551.22 Terminal
551.23 Alat Angkutan
551.24 Jembatan Timbang/ Lebih:Muatan
551.25 Uji Mutu
551.3 Angkutan Sungai
551.31 Keselamatan, Rambu-rambii
551.32 Lalu Lintas
551.33 Alur dan Kolam Pelabuhari
551.34 Trauek:
551.35 Sarona/ Kapal
551.36 Pelabuhan
551.37 Terminal
551.38 Kecelakaan
551.39 Perizinari
551.4 Angkutan Danau
551.41 Keselamatan, Rambu-rambii
551.42 Lalu Lintas
551.43 Alur dan Kolam Pelabuhan
551.44 Trauek:
551.45 Sarona/ Kapal
551.46 Pelabuhan
551.47 Terminal
551.48 Kecelakaan
551.49 Perizinari
551.5 Perkereta-Apiari
551.51 Sarana meliputi Lokomotif, Gerbonq, Bogie
551.52 Prasarana (Jalan/ Jembatan)
551.53 Trauek
551.54 Angkutan Penumpang
551.55 Angkutan Barang
551.56 Keselamatan
551.57 Kecelakaan
551.58 Perawatan/ Perbaikan
551.59 Perizinari
552 Perhubungan Laut
552.1 Lalu Lintas Angkutan Laut
552.11 Pelayaran Dalam Neqeri
552.12 Pelauarari Luar Negeri
552.13 Pelayaran Hajj. _.
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552.14 Pelauarari Charter/ Wisata Turis
552.15 Pelayaran Khusus
552.16 Keamanan Lalu Linias, Rambu-rambu
552.2 Perkapalan-Alat Angkutan
552.21 Kapal Penumpanq
552.22 Kapal Barang
552.23 Kapal Perona/ Patroli/ Negara
552.24 Kapal Tanker
552.25 Ponton/ Tonqkanq
552.26 Kapal Lauar
552.27 Kapal Lauar Motor
552.28 Kapal Kontainer
552.3 Pelabuhan
552.31 Tanah/ Lokasi
552.32 Alur Layar
552.33 Dermaga
552.34 Terminal Penumpang
552.35 Terminal Kontainer
552.36 Banqunan/Gedung/Gudang
552.37 Perlengkapan Tambat Labuh
552.38 LapanganPenumpukan
552.39 Pelabuhan Khusus/ Dermaga Khusus
552.4 Penqerukan/ Perawatan
552.41 Alur Pelayaran
552.42 Kolam Pelabuhan
552.43 Reklamasi Pantai
552.44 Durnpinq Area
552.45 Pekeriaan Bawah Air (Saluaqe}
552.5 Penjagaan Paniai
552.51 Patroli Bandar
552.52 Patroli Perairan
552.53 Penjaqaari Paniai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
552.6 Angkutan Barang
552.61 POS
552.62 Minyak
552.63 Log
552.64 Temak
552.65 Sembilari Bahan Pokok
552.66 Peti Kemas / EMKL
552.67 Muatan Umum
552.68 Barang Dalam Neqeri, Baranq Luar Negeri
552.69 Bongkar Muatan
552.7 Keselamatan
552.71 Rambu-rambu/ Mereu suar
552.72 Kelaikan Kapal/ Pembanaunari Kapal
552.73 Fasilitas Keselamatan/ Keamanan
552.74 Telekomunikasi Pelayaran
552.75 Sertijikasi Kesempumaan Kapal
552.76 Sertifikasi Awak Kapal
552.8 Kecelakaan, Ganqquari
552.81 Kecelakaan Penumpang/ Kapal
552.82 Kecelakaan Baranq
552.83 Gangguan Sarana/ Prasarana
552.84 Pembajakan/ Penueludupari
552.85 Pencemaran
..5..52.9 Perijinan:~~~~;~:~y~'~,
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552.91 Iiiri Berlayar
552.92 Ijiri Pekerjaari Bawah Air
552.93 Ijin: Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal
552.94 Iiiri Pembukaan Kantor Cabang
552.95 Ijiri Usaha Ang_kutanLaut
552.96 Ijiri Usaha Penunjanq Anqkutari Laut
552.97 Iiiri Pelayanan Jasa Kepelabuhan
552.98 Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
552.99 Ijiri Pembang_unanDermaqa Khusus
553 Perhubungan Udara
553.1 Lalu Lintas Ang_kutan Udara
553.11 Penerbangan Domestik
553.12 Penerbang_anLuar Neqeri
553.13 Penerbangan Haji
553.14 Penerbang_anCharter/ Non Re_gy._ler
553.15 Penerbanqari Khusus/ Jembatan Udara
553.2 Pelabuhan Udara
553.21 Tanah/ Lokasi
553.22 Landasan
553.23 Appron
553.24 Terminal Penumpanq
553.25 Terminal Cargo
553.26 Bangunanl Gedunq
553.27 Perlenqkapari
553.28 Parkir Kendaraan
553.3 Alat An_g_kutan
553.31 Pesawat Udara
553.32 Helikopter
553.4 Anqkutari Baranq
553.41 Pos
553.42 Muatan Dalam Neqeri
553.43 Muatan Luar Neqeri
553.44 EMPU
553.5 Sertifikasi Kelaikan
553.51 Kelaikan Pesawat Udara
553.52 Kelaikan Perala tan Penunjang_
553.53 Kelaikan Personil/ Awak Kapal
553.6 Keselamatan
553.61 Rambu-rambu
553.62 Perakiian/ Kalibrasi
553.63 Fasilitas Keselamatan
553.64 Telekomunikasi Penerbangan
553.7 Kecelakaan/ Ganaauari
553.71 Kecelakaan Penumpanq
553.72 Kecelakaan Barana
553.73 Garl:9.f11:!:anSarana/ Prasarana
553.74 Pembajakan
553.75 Pencemaran
553.8 Umum
553.81 Asuransi
553.82 Asosiasi
553.83 SATPAM
553.84 Rally_Udara/ Lomba
553.9 Perizinan
553.91 Izin Terban.g/ Flight Approval
553.92 Usaha Kegiatan Penunjang_Penerbanqari I EMPU
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553.93 Pembukaan Kantor Cabang
553.94 Rekomendasi Ketinqqiari Bangu.nan
553.95 Pembanaunari Bandar Udara Khusus
554 POS
554.1 Pembinaan
554.11 Kebutuhan [asilitas
554.12 Rehabiluasi/ Perawatan
554.13 Bina Usaha/ Penqauiasan/ Penerbiiari
554.14 Standarisasi Perariqkat
554.15 Tanah/ Banaunari
554.16 Filateli
554.17 Asosiasi
554.18 Laporari dan Eualuasi
554.2 Pelauanari
554.21 Jasa pos
554.22 Jasa titipari
554.23 Jasa giro
554.24 Benda pos/ peranqko
554.25 Sampul perinaatari
554.26 Jasa oos Elektronik
554.3 Periiinari
554.31 Rekomondasi usaha Jasa pos/ Titipari
554.32 Pembukaari Aqen/ Cabang
554.4 Ganaauari Sarana dan Prasarana
554.41 Kecelakaari
554.42 Sabotase
554.43 Penueluduoan
555 Teknoloai Informasi
555.1 Kebiiakan
555.2 Peralatan
555.21 Teleport
555.22 Internet/ usa
555.23 Telegram, Telex/ SBB,Faximile
555.24 Satelit, Stasiun Bumi
555.25 Radio Kumunikasi
555.3 Sistem
555.4 Pembinaan / Penertiban
555.5 Periiinari
556 Pariwisata dan Rekreasi
556.1 Usaha Pariwisata
556.11 Usaha Jasa Pariunsata
556.111 Usaha Jasa Biro Perjalanari Wisata
556.112 Restoran dan Rumah Makari
556.12 Ijin Usaha Obuek dan Atraksi Wisata
556.13 Penausaha Obuek:dan Daua Tank Wisata
556.14 Usaha Sarana Pariwisata
556.141 Ijin Pariwisata
556.142 Iiiri Usaha Pariwasata
556.143 Ijiri Usaha Jasa Pariuiisaia
556.144 Jjin Penausaha Obiek dan Daua Tarik: Wisata
556.145 Ijin Usaha Sarana
556.15 Wisatawan
556.151 Wisatawan Nusantara
556.152 Wisatawan Mancaneqara
556.16 Promosi dan Informasi Pariunsata
556.L61 Dalam Neaeri
.. - _y
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556.162 Luar Negeri
556.2 Perhotelan
556.21 Status Hotel
556.22 Kelas Hotel
556.23 Tarif
556.3 Travel Service
556.31 Pramu Wisata
556.32 Biro Perjalanan / Angkutan Wisata
556.33 Souvenir
556.34 Kemudahan Wisata ( Visa,Bea Cukai.Karaniinai
556.4 Tempat Rekreasi
556.41 Obyek dan Daua Tarik Wisata
556.411 Ciptaan Tuhan
556.412 Hasil Karya Manusia
556.42 Rehabilitasi / Perawatan
556.43 Pengembangan Fasilitas
556.44 Tanah / Bangunan
556.45 Bina Usaha
556.46 Institusi
556.461 Asosiasi
556.462 Lernbaqa kepariwisataan
557 Metereoloai
557.1 Curah Hujari
557.2 Hujan Buatan
557.3 Peneroponqari Biniana
560 TENAGAKERJA
560.1 Data Perminiaari TKI/ TKWDari Luar Neqeri
560.11 Data Persediaan TKI/ TKWDari Daerah
560.2 Job Order TKI Ke Luar Neqeri oleh PJTKI
560.3 Rekruiimeri Calon TKI/ TKW
560.4 Seleksi Naker Ke Luar Neqeri
560.41 Pendaftaran: dan Seleksi Calon TKI/ TKW
560.42 Berkas Persuaratori Calon TKI/TKW
560.43 Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/ TKW
560.5 Persyaratan Naker TKI/ TKW
560.51 Permohonan Rekomendasi Passport
560.52 Perjanjian Keria TKI/ TKW
560.53 Kartu Identitas Tenaqa Kerja Indonesia (KITKI)
560.54 Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
560.55 Pelatihari TKI/ TKW
560.6 Pernberanqkatari Naker
560.61 Pemberonakaiori ke Luar Neqeri
560.62 Pembekalan Akhir Pemberanakaiari TKI/ TKW ke Luar Neqeri
560.63 Berita Acara Serah Terima TKI/ TKW
560.7 Pemulanqan. Naker
560.71 Kepulangan TKI/ TKW karena Konirakriua Habis
560.72 Pemulanqari TKI/ TKW Ileqal
560.73 TKI/ TKW Terkena Kasus Adana
561 Upah
561.1 Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan

Daerah/ Nasional
561.2 Pemohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum

Kabupaten/ Kota dan Provinsi
561.3 Kebutuhan Fisik Minuman
561.4 Perhitunqari Uoah.Keria (termasuk didalamnua upah: lembur)
561.5 Laporan Data Remintance. -{.-:-~:-::~-~~!\----
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561.6 Pembayaran Gajil Upah TKII TKW
562 Penempatari
562.1 Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
562.11 Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
562.12 Penempatari Naker Non Terdidik: dan Non Profesional
562.13 Pengembangan Kesempatan Berusaha/ Peluasan Kerja
562.2 Kesepakatan Kerja Bersama
562.3 Lembaga Penyalur Naker
562.31 Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokall Daerah

Dan Antar Kerja Negara (AKAN)
562.32 Data Evaluasi Kinerja Periualur Jasa Tenaga Kerja (PJTKII BKSI BKK)
562.33 Pencabutan bin Peny_alurJasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)
563 Latihan Kerja
563.1 Pendidikari Pekerja
563.11 Pendidikari dan Latihan Kerja
563.12 Diklat di Dalam Negeri (PKL,Prakerin, OJT)
563.13 Diklat di Luar Neqeri (Pemagangan)_
563.2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
563.21 Tempat Pelaiihari (BLK)
563.22 Instruktur/ Pelatihari
563.23 Moduli Silabus dan Bahan Praktek
563.24 Kurikulum. dan Metode Penqajarari
563.25 Sertifikat
563.3 Kerjasama Pelatihan Tenaqa Kerja
564 Tenaga Sukarela
564.1 Butsi
564.2 Padat Karya
565 Perselisihari Pekerja
565.1 Perselisinari dan Perkara Hukum Naker
565.11 Pengaduan Perkara Pekerja I NAKER
565.12 Pemeriksaari Perkara Pekerja I NAKER
565.13 Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja I NAKER
565.14 Sidanq Perkara Perselisihan Pekerja I NAKER
565.15 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerj_a(NAKER)
565.16 Peninjauari Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (PADIP4P)
565.17 Permintaan Eksekusi Terhadap_hasil Keputusari KP2K (PADIP4P)
565.18 Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (PADIP4P)
565.2 Pemoqokan/ Unjuk:Rasa Tenaga Keria
566 Keselamatan Keria
566.1 Instalasi Proteksi Kebakaran
566.2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
566.3 Keteranqari Kelauakari atau Pelindung Diri (APD)dalam bekerja
566.4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3)
566.5 Pelatihan/ Pembinaan Huperkes dan Keselamatan Kerja
566.6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaari Hyperkes
566.7 Gangguan Ling_kungan Tempat Usaha
566.8 Perlenqkapari Sarana Kerja
566.81 Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawat anqkat/ angkut)
566.82 Pemasangan dan Pemakaian Uap (ketel uap)
566.83 Pemasanqari dan Pemakaian Motor Diesel
566.84 Pemasangan dan Pemakaiari tangki tak bertekanan
566.85 Pemasanaan. dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakarari
566.9 Ijin: Tenaga Kerja Wanita Masuk malam han (shifht malam)
567 Pemutusan Hubunqari Kerja
567.1 Pengaduan PHK sepihak
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567.2 PHKmassal

567.3 Bantuan hukum baqi pekeria uana di PHK
567.4 Iiiri melakukan PHK
567.5 Perhitungan masa keria baqi pekerja uang di PHK
567.6 Pemberiari uanq turiqqu baqi pekeria uanq di PHK
567.7 Pemberian uana pesanaori baqi pekerja uanq di PHK
568 Kesejahteraan Pekeria
568.1 Bantuan Kredii/ bantuan Modal keria bagi Naker
568.11 Pemilihan Pekeria Teladan
568.2 Perumahan Pekeria
568.3 Keikutsertaan Pekeria Dalam Program Jamsostek
568.4 Koperasi Pekeria
568.5 Sarana Transoortasi Pekerja
568.6 Perpustakaan Pekeria
568.7 Tempat Ibadah Pekerja
568.8 Rekreasi dan Olah Raqa Pekeria
568.9 Pendirian, Pendaftaran, dan Keqiatari Orqanisasi Pekerjaan
568.91 Lembaqa Kerjasama Bipartid
569 Tenaga Kerja Oranq Asinq
569.1 Rekomendasi Perpanianaari Iiiri Kerja Tenaqa Asing (IKTA)
569.2 Rencana Penqqunaari Tenaqa Keria Asinq (RPTKA)
569.3 Kualifikasi Keahlian Tenaqa Kerja Asing
569.4 Perjanjian Kerja Denaari Tenaaa Asinq
569.5 Data Tenaqa Kerja Asinq
569.6 Kecelakaan/ Kematiari Tenaqa Keria Asinq
569.7 Pemulangan Tenaaa Keria Asinq
569.8 Pemberdauaari dan Kontribusi Tenaaa Keria Asinq
569.9 Tenaqa Kerja Asina Ileqal
570 PENANAMAN MODAL
571 Penanaman Modal Dalam Neaeri
572 Penanaman Modal Asina
573 Modal Patunaari iioini venture/ periuertaari modal)
574 Pasar Uang dan Modal
575 Saham
576 Koperasi
577 Perizinari Penanaman Modal
578 -
579 -
580 PERBANKAN MONETER
581 Kredii
582 Investasi
583 Tabungan
583.1 Deposito
583.2 Tabanas
583.3 Taska
583.4 Tapelpram
584 Bank Pembanaunari Daerah
584.1 Bank Kaltim
584.2 BKK, BPR BKK, Bank Pasar
585 Asuransi
585.1 Dana Kecelakaan Lalu Lintas
585.2 Polis
585.3 Premi
585.4 Tertanqqunq/ Petneaana Polis
585.5 Uanq Pertanaaunaari
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586 Alat Petnbauarari meliouti check} qiro ioesel, transfer
587 Fiscal
588 Hutang Negara Obliaasi
589 Moneter
590 AGRARIA
591 Tata Guna Tanah
591.1 Pemetaan dan Penqukuran
591.2 Perpetaari
591.3 Penyediaan Data.Peta dan Publikasi
591.4 Fakta Tata Guna Tanah
591.5 Tanah Kritis
592 Landreform
592.1 Redistribusi
592.11 Pendaftaran Pemilik dan Penaurus Tanah Pertanian
592.12 Penentuan Tanah Objek Landrefortri
592.13 Pembagian Tanah Landreform
592.14 Sengketa Redisrtibusi Tanah Objek:Landrefortri
592.2 Ganti Rugi
592.21 Ganti Ruqi Tanah Kelebihari
592.22 Sengketa Ganii Ruai Tanah Kelebihari
592.23 Ganti Rugi Tanah Absentee
592.24 Sengketa Ganti Ruai Tanah Absentee
592.25 Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.26 Seriqketa Ganti Ruqi Tanah Partikelir
592.3 Baqi Hasil
592.31 Penetapan Imbanaari Gadai Tanah
592.32 Pelaksanaan Perjanjiari Baqi Hasil
592.33 Sengketa Perjanjiari Baai Hasil
592.4 GadaiTanah
592.41 Pendaftarari Pelaksanaan Gadai tanah
592.42 Pelaksanaan Gadai Tanah
592.43 Sengketa Gadai Tanah
592.5 Bimbingan dan Penuuluhari
592.6 Penqembanqari
592.7 Yayasan Dana Landreform (YDL)
593 Pengurusan Hak-Hak: Tanah
593.1 Penuusunari Proaram. dan Bimbinqari Teknis
593.11 Sewa Tanah
593.12 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu :

Tebu,Tembakau, Rosela,Corchorus.
593.2 Hak Milik
593.21 Perorangan
593.22 BadanHukum
593.3 Hak Pakai
593.31 Peroranqari
593.311 Warga Ne_garaIndonesia
593.312 Warqa Neqara Asina
593.32 BadanHukum
593.321 Badan Hukum Indonesia
593.322 Badan Hukurn. Asing} Kedutaan, Korisulat, Kantor Dagang Asing
593.33 Tanah Geduna-Geduna Neqeri
593.4 Guna Usaha
593.41 Perkebunan Besar
593.42 Perkebunan Rakuat
593.43 Petemakan
593.44 Perikanan

59



593.45 Kehutanan
593.5 Hak: Guna Banaunari
593.51 Perorangan
593.52 BadanHukum
593.53 P3MB (Paniiia Pelaksanaan Penausaha Milik Belanda J
593.54 Badan Hukum. Asinq Belanda- PBK No.5 1 56
593.55 Pemulihan Hak 7Pen Pres 4 1 1960)
593.6 Hak Pengelolaan
593.61 PNPerumnas,Bonded Ware House,Industrial Estate,Real Estate
593.62 Perusahaan Daerah Pembanquriari Perumahari
593.7 Sengketa Tanah
593.71 Peradilan Perkara Tanah (lihatjuqa 183)
593.8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
593.81 Pencabutan Hak
593.82 Pembebasan Tanah
593.83 Ganti Ruqi Tanah
594 Pendajtaran Tanah
594.1 Penqukuran/ Pemetaan
594.11 Fotogrametri
594.12 Terristris
594.13 Trianqulasi
594.14 Perala tan
594.2 Dana Penaukurari (PermenAqraria No.611960)
594.3 Sertifikat
594.4 Pej_abatPembuatan Akte Tanah
595 Lahan Transrniarasi
595.1 Tata Guna Tanah
595.2 Landreform
595.3 Pengurusan Hak-hak: Tanah
595.4 Pendaftarari Tanah
600 PEKERJAAN UMUMDAN KETENAGAAN
601 Tata Banqurian, Koniruksi, Industri Koniruksi
602 Pemilihan Rekanan 1 Pemboronq
602.1 Lelang
602.2 Penunjukan
602.3 Prakua li/ikasi
602.4 Daftar Rekanan Mampu (DRM)
602.5 Tanda Daft_arRekanan (TDR)
603 Arsitektur
603.1 Perencanaan
603.2 Bule print
603.3 Rencana Anaaaran Biaua
604 Bahan Banqunan
604.1 Tanah dan Batu
604.2 Aspal
604.3 Besi dan Loaam Lainua
604.31 Besi Beton
604.32 Besi Profil (Konstruksi)
604.33 Paku
604.34 Alumunium Profil
604.4 Bahan Bahan Perlindungan dan Pengawet (Cat, Tech, oil, Pengawet

Kayu)
604.5 Semen
604.6 Kayu
604.7 Bahan Penutup Atap
604.8 Alat Alat Penaaantuna dan Penaunci
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604.9 Bahan Bahan Bangunan Lainua
605 Instalansi
605.1 Instalansi Banaunari
605.2 Instalansi Listrik
605.3 Instalansi Air / Sanitasi
605.4 Instalansi Pengatur Udara
605.5 Instalansi Akustik
605.6 Instalansi Cahaua / Peneranaari
606 Konstruksi Penceqahari
606.1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
606.2 Terhadap Gempa
606.3 Terhadap Angin / Udara / Panas
606.4 Terhadap Keqaduhari
606.5 Terhadap Gas / Explosive
606.6 Terhadap Seranaqa
606.7 Terhadap Radiasi Atom
607 -
608 -
610 PENGAIRAN
611 Iriqasi
611.1 Banaunari Waduk
611.11 Bendunqan
611.12 Tanaaul
611.13 Pelimoohari baniir
611.14 Menara penaambilari
611.15 Petnbanqunari dermaga
611.2 Banaunan oenqambilari
611.21 Bendunqan
611.22 Bendunqari dengan pintu bilas
611.23 Bendungan denqari pompa
611.24 Penaambilari bebas
611.25 Penaambilari bebas dengan pompa
611.26 Sumur denqari pompa
611.27 Kantuna lumpur
611.28 sur ekstretor
611.29 Escooe cheneI
611.3 Banaunari pembauia
611.31 Saluran
611.311 Saluran Induk
611.312 Saluran sekunder
611.313 Suplesi
611.314 Tersier
611.315 Saluran kwarter
611.316 Saluran pasariqari
611.317 Saluran tertutup/ terouionqari
611.32 Banaunan
611.321 Bariaunari baqi
611.322 Bariaunari dan sadap
611.323 Banaunari sadap
611.324 Banaunari check
611.325 Banaunari teriuri
611.33 Bax Tersier
611.34 Got mirina
611.35 Talana
611.36 Suohori
Q.L1..37 Goronq-qoronq- .
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611.38 Pelimpahan sampina
611.4 Bangunan Pembuanaari
611.41 Saluran
611.411 Saluran Pembuanaari induk
611.412 Saluran Pembuanaari sekunder
611.413 Saluran Pembuanqan tersier
611.42 Bangunan
611.421 Bangunan out let
611.422 Bang_unan terjuri
611.423 Bangunan penahan banjir
611.43 Goronq-g_oronqpembuanqari
611.44 Talang pembuanq
611.45 Suphori pembuanaari
611.5 Bangunan lainnua
611.51 Jalan
611.511 Jalan Irispeksi
611.512 Jalan Logistik
611.52 Jembatan
611.521 Jembatari Irispeksi
611.522 Jembatan Hewan
611.53 Tangga Cud
611.54 Kubanqan. Kerbau
611.55 Waduk Lapanqari
611.56 Bangunan Penuniana
611.57 Jaringan Telepon
611.58 Stasiun Argo
611.59 Bangunan TPI dan Pasar Ikan
612 Polder
612.1 Tangul Kelilinq
612.11 Tanggul
612.12 Banqunari Penutup Sunaai
612.13 Jembatan
612.2 Banqunari Pembawa
612.21 Saluran
612.211 Saluran Muka
612.212 Saluran Pembawa Induk
612.213 Saluran Pembawa Sekunder
612.214 Saluran Stasiun Pompa Pemasukan
612.22 Bangunan Baqi:
612.221 Go ronq-Goronq
612.222 Syphon
612.3 Banqunari Pembuanaari
612.31 Stasiun Pompa Pembuanqan
612.32 Saluran
612.321 Saluran Pembawa Induk
612.322 Saluran Pembawa Sekunder
612.33 Pintu Air Pembuanaari
612.34 Goronq-qoronq Pembuanqari
612.35 Suphori Pembuanaari
612.4 Bang_unanLainnua
612.41 Bangunan
612.411 Banqunari Penaukur Air
612.412 Banqunari Penaukur Curah.Huiari
612.413 Banaunari Gudana Stasiun Pompa
612.414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
612.42 Rumah Petuqas Eksploitasi

' .. -
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613 Pasana Surui
613.1 Banaunari Pernbauia
613.11 Salurari Pembawa Induk:
613.12 Saluran. Pembauia Sekunder
613.13 Saluran Pembawa Tersier
613.14 Saluran Penuimpanari Atr
613.15 Saluran Pintu Pembuanqari
613.2 Banaunari Pembuanaari
613.21 Saluran Pembawa Induk:
613.22 Saluran Pembawa Sekunder
613.23 Saluran Pembawa Tersier
613.24 Saluran Penuimoanari Air
613.25 Saluran Piniu Pembuanqari
613.3 Bonaunari Lainnua
613.31 Kolom Pasanq
613.32 Saluran
613.321 Saluran Lalu Lintas
613.322 Saluran Muka
613.33 Banqunan
613.331 Banaunari Penanqkis Kotoran
613.332 Banaunari Penqukur Muka Air
613.333 Banaunari Penaukur Curah Huiari
613.34 Jalari
613.35 Jembatan
614 Penaendoliari Sungai
614.1 Banaunari Penqarrian.
614.11 Tanaqul Banjir
614.12 Pintu Penaatur Banjir
614.13 Klep Penqatur Baniir
614.14 Tembok Penaamari Talut
614.15 Krib
614.16 Kaniunq Lumpur
614.17 Check Dam
614.18 Suvhon
614.2 Salurari Penaamari
614.21 Salurari Banjir
614.22 Saluran Drainaqe
614.23 Corepure
614.3 Banaunari Lainnua
614.31 Warning Sustem:
614.32 Stasiuri
614.321 Stasiun Penqukur Curah Huiari
614.322 Stasiun Penaukur Air
614.323 Stasiuri Penaukur Cuaca
614.324 Stasiuri Pos Peniaaaari
615 Penaaman Pantai
615.1 Tanqaul
615.2 Krib
615.3 Banaunari Lainua
616 Air Permukaari (Danau, Waduk,Sungai)
616.1 Stasiun Pompa
616.2 Banaunari Pembawa
616.3 Banaunari Pembuanqari
616.4 Banaunari Lainua
620 JALAN
621 Jalari Kota / Kabupaten
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621.1 Daerah Penquasaari
621.11 Tanah
621.12 Tanaman
621.13 Banqunari
621.2 Banaunari Sementara
621.21 Jalan Semeniara
621.22 Kantor Proyek
621.23 Gedung Prouek:
621.24 Barak Kerja
621.25 Laboratorium Lapanaari
621.26 Rumah
621.3 Badan Jalari
621.31 Pekerjaari Tanah (Earth Work)
621.32 Stabilisasi
621.4 Perkerasari
621.41 Lapisan Pondasi Bawah
621.42 Lapisari Pondasi
621.43 Lapisan Permukaari
621.5 Drainage
621.51 Parit Tanah
621.52 Gorong =Goronq (Culvert)
621.6 Buku Trotoir
621.61 Tanah
621.62 Perkerasan
621.63 Pasangan
621.7 Medium
621.71 Tanah
621.72 Tanaman
621.73 Perkerasari
621.74 Pasangan
621.8 Daerah. Sampinaari
621.81 Tanaman
621.82 Pagar
621.9 Banqunan: Pelenakap dan Penaamanari
621.91 Rambu-rambii / Tanda-tanda Lalu Lintas
621.92 Lampu Peneranaari
621.93 Lampu.Penqaturari Lalu Lintas
621.94 Patok-patok KM
621.95 Paiok-paiok: R.O.W.(Sempadaru
621.96 ReI Pengamanan
621.97 Paqar
621.98 Turap Penahan
621.99 Bronionq
622 Jalan Provirisi
622.1 Daerah Penguasaan
622.11 Tanah
622.12 Tanaman
622.13 Bangunan
622.14 Jalan Sementara
622.15 Jembatan Sementara
622.16 Kantor/ Geduna Prouek
622.17 Barak Kerja
622.18 Laboraturium Lapariqari
622.19 Rumah
622.2 Badan Jalari
622.21 Pekeriaari Tanah(Earth Work)
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622.22 Stabilisasi
622.3 Perkerasari (Pavement)
622.31 Lapis Pondasi Bawah
622.32 Lapis Pondasi
622.33 Lapis Permukaan
622.4 Drainage
622.41 Parit
622.42 Goronq-qoronq ( culvert)
622.43 Buku Trotoir
622.44 Tanah
622.45 Perkerasari
622.5 Troioir
622.51 Tanah
622.52 Perkerasari
622.6 Medium
622.61 Tanah
622.62 Tanaman
622.63 Perkerasari
622.64 Pasangan
622.7 Daerah. sampina
622.71 Tanaman
622.72 Pagar
622.8 Banaunari Perienqkapari dan Penqamanari
622.81 Rambu-rambii
622.82 Lampu penerbanqan.
622.83 Lampu Pengatur lalu lintas
622.84 Patok-patok KM
622.85 Patok-patok R, 0, W (Sempadari)
622.86 ReIpenqamanan
622.87 Pagar
622.88 Turap penahari
622.89 Bronjonq
633 Jalan Nasional
633.1 Daerah. penquasaari
633.2 Badanjalan
633.3 Perkerasari (lapis pondasi, lapis permukaan)
633.4 Drainase (gorong-gorong,parit)
633.5 Median
633.6 Daerah. sampinq (paaar, tanaman)
633.7 Banqunari pelenqkap dan penaamanari (rambu-rambu}
630 JEMBATAN
631 Jembatan pada [alan:Kota/ Kabupaten
631.1 Daerah: penauasaari
631.11 Tanah
631.12 Tanaman
631.13 Bangunan
631.2 Banqunari semeniara
631.21 Jalan semeniara
631.22 Jembatan semeniara
631.23 Kantor prouek:
631.24 Gedung prouek:
631.25 Barak kerja
631.26 Laboratorium lapanqari
631.27 Rumah
631.3 Pekerjaan Tanah (earth work)
631.31 Galian tanah- -
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631.32 Timbunan tanah
631.4 Pondasi
631.41 Pondasi kepala iembatari
631.42 Pondasi Pilar
631.43 Pondasi anqker
631.5 Bangunan bawah
631.51 Kepala jembatan
631.52 Pilar
631.53 Piloon
631.54 Landasan
631.6 Bangunan
631.61 Gelagar
631.62 Laniai
631.63 Perkerasari
631.64 Jalan orang/ trotoir
631.65 Sandaran
631.66 Talanq air
631.7 Bangunan penqamari
631.71 Turap/ penahan
631.72 Bronjong
631.73 StrekDam
631.74 Kist Dam
631.75 Coupute
631.76 Krip
631.8 Bangunan pelenqkap
631.81 Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu linias
631.82 Patok pengamanan
631.83 Patok R, 0, W [Semoadari
631.9 Oprii
631.91 Badan
631.92 Perkerasan
631.93 Drainage
631.94 Baku
631.95 Mediun
632 Jembatan pada ialari Provinsi
632.1 Daerah Penauasaari
632.11 Tanah
632.12 Tanaman
632.13 Bangunan
632.2 Bangunan sementara
632.21 Jalan sementara
632.22 Jembatan sementara
632.23 Kantor prouek
632.24 Gedung proyek
632.25 Barak kerja
632.26 Laboratotium lapanaari
632.27 Rumah
632.3 Pekerjaari Tanah (earth work)
632.31 Galiantanah
632.32 Timbunari tanah
632.4 Pondasi
632.41 Pondasi kepala jembatari
632.42 Pondasi Pilar
632.43 Pondasi anqker
632.5 Bangunan bawah
632.51 Kepala jembatan
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632.52 Pilar
632.53 Piloon
632.54 Landasan
632.6 Banaunari
632.61 Gelaqar
632.62 Lantai
632.63 Perkerasari
632.64 Jalari oranq/troioir
632.65 Sandarari
632.66 Talana air
632.7 Ba~qunanpengaman
632.71 Turap/ penahari
632.72 Bronionq
632.73 Strek Darri
632.74 Kist Dam
632.75 Coupute
632.76 Krip
632.8 Banaunari pelenqkaf2_
632.81 Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
632.82 Patok penaamanan
632.83 Patok R, 0, W(Sempadan)
632.9 Oprii
632.91 Badan
632.92 Perkerasan
632.93 Drainaqe
632.94 Baku
632.95 Mediuri
633 Jembatan padajalan: Nasional
633.1 Daerah Penquasaari (tanah; tanaman, banqunan)
633.2 Bangunan sementara (gudangproyek, kantor proyek)
633.3 Pondasi
633.4 Banqunari bawah
633.5 Banqunari (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan)
633.6 Banaunari Penqamanari (broriionq strek dam, krib)
633.7 Bangunan pelengkap dan pengaman (rambu-rambu)
640 BANGUNAN
641 Bariqunari Pemerintah
641.1 Gedung Pengadilan
641.2 Rumah Peiabat Neqara
641.3 GedungDPR
641.4 Geduna Balai Kota
641.5 Penjara
641.6 Perkantoran
642 Banqunari Pendidikari
642.1 Taman Kanak-kanak
642.2 SD& Sekolah Menengah
642.3 Perguruan Tinggi
643 Banqunari Rekreasi
643.1 Bangunan Olah Raga
643.2 Gedung Kesenian
643.3 Gedung Pemancar
644 Banaunari Perdag_anllan
644.1 Pusat Perbelanjaan
644.2 Geduna Perdaqanaari
644.3 Bank

__6_~.1 .. Perkantoran._---_ .... ,_ ..

[Cf~~'_~_ ......._--_._,
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645 Bangunan Pelauanari Umurri
645.1 Mandi, Cud, Kakus (MCK)Umum
645.2 Gedung parkir
645.3 Rumah Sakit
645.4 Gedunq telkom
645.5 Terminal Anqkutan Umum
645.6 Terminal Angkutan Air
645.7 Terminal Angkutan Darat
645.8 Bangunan Keaqamaari
646 Banqunari Peniriqqalari Sejarah.
646.1 Monumen
646.2 Candi
646.3 Kraton
646.4 Rumah Tradisional
647 Banaunari Industri
648 Bangunan Temoat Tinqqal
648.1 Rumah Perkantoran
648.11 Inti / Sederhana
648.12 Sedang / Mewah
648.2 Rumah Pedesaan
648.21 Rumah Contoh
648.3 Real estate
649 Elemen bangunan
649.1 Pondasi
649.11 Diatas Tiang
649.2 Dindinq
649.21 Penahan beban
649.22 Tidak menahan beban
649.3 Atap
649.4 Lantai / lanqit-lanqit
649.41 Suspendend
649.42 Solit
649.5 Pintu / jendela
649.51 Pintu hermonik:
649.52 Pintu biasa
649.53 Pintu sorong
649.54 Jendela kauu.
649.55 Jendela sorona
649.56 Jendela vertical
650 TATA KOTA
651 Daerah Perdaqanqari / Pelabuhan
651.1 Daerah.Pusat Perbelaniaari
651.2 Daerah Perkantoran
652 Daerah.Pemerintahan
653 Daearah. Perumahan7Site dan Seruei )
653.1 Kepadatan Rendah ( Low Densiiu )
653.2 Kepadatan Tinqqi (Hiqri Density)
654 Daerah Industri
654.1 Industri Berai
654.2 Industri Ringan
654.3 Industri Rumah ( Home Industri )
655 Daerah Rekreasi ( Open Spece)
655.1 Publik Garden
655.2 Sport dan Plat/ina Fields
655.3 OJ]enSpece
656 Transportasi ( Tata Letak )_ ...... ._
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656.1 Jarinqari Jalan
656.11 Peneranqari Jalan
656.2 Jarinqari Kereta Api
656.3 Jaringan Sungai
657 Assineerina
657.1 Saluran Penqumpulan
657.2 Instansi Penqolahan
657.21 Bangunan
657.22 Bangunan Penuarinq
657.23 Banqunari Penahancur Kotoran
657.24 Bangunan Penqendapori
657.25 Banqunari Periqerinq Lumpur
657.26 Unit Disinfektari
657.27 Unit Perpompaari
658 Kesehatan Linqkunqari
658.1 Persampahari
658.11 Banqunari Penaumpulari
658.12 Banaunari Pemusnahan
658.2 Penqotorari Udara
658.3 Penaotorari Air
658.31 Air Buanqari Induetri
658.4 Keaaduhari
658.5 Kebersihan Kota
660 TATA LINGKUNGAN
660.1 Linqkunqari Hidup
660.2 Kebersihan Lingkungan
660.3 Pencemaran
660.31 Pencemaran Air
660.32 Pencemaran Udara
660.33 Pencemaran Tanah
660.34 Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbaha1:1_aBeracun (B3)
661 Kerusakan Linqkunqari
661.1 Konservasi Pesisir dan Laut
661.2 Konservasi Sumber Daya Alam
662 Pentaatan Hukum Linqkunaari
663 Laboratorium Lingkungan
663.1 Air
663.2 Udara
663.3 Tanah
664 Analisis Dampak Linqkunqan
665 Pengembangan Teknolog_iLinqkunqari
666 Penqembanqari Kapasitas
667 Penqamanari Lingkungan
670 KETENAGAAN
670.1 Rencana Umum Ketenaqalistrikari Daerah (RUKD)
671 Listrik
671.1 Kelistrikan
671.11 Periiinari
671.12 Rekomendasi
671.13 Pembinaari dan Penqawasan
671.11 Kelistrikan PLN
671.12 Kelistrikari non PLN
671.2 Pembanqkit Tenaqa Listrik
671.21 PLTA - Pembangkit Listrik: Tenaga Air
671.22 PLTD - Pembanqkii Listrik: Tenaqa Diesel

~~,7.J.,.2~ PLTG - Pembangkit Listrik: Tenaga Gas,
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671.24 PLTM - Pembanqkit Listrik Tenaqa Matahari
671.25 PLTN - Pembang_kitListrik Tenaga Nuklir
671.26 PLTN - Pembang_kitListrik Tenaqa Panas Bumi
671.27 PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
671.3 Transmisi tenqg_alistrik
671.31 Gardu Induk/ _g_ardu12_eng_hubung/qardu traf2
671.32 Saluran Udara Tenaga Listrik
671.33 Kabel Bawah Tanah
671.4 Distribusi Tenaqa Listrik
671.41 Gardu Distribusi
671.42 Tegangan Meneriqah.
671.43 Teqanqari Rendah
671.44 Jaringan Bawah Tanah
671.5 Perunisahaari Listrik
671.51 Sambungan Listrik
671.52 Peniualari Tenaga Listrik
671.53 Tarif Listrik
672 Tenaqa Air
673 Tenaqa Minyak
674 Tenaga Gas
675 Tenaqa Matahari
676 Tenaqa Nuklir
677 Tenaga Panas Bumi
678 Tenaqa Uap
679 Tenaqa Lainnya
680 PERALATANPEKERJAAN UMUM
681 -
690 AIR MINUM
690.1 Hak penaeloiaari
690.2 Perusahaan pengelolaan air minum
690.21 BUMD/PDAM
690.22 Swasta
690.23 Peroranqari
690.24 Laporan pengelolaan
690.25 Penyertaan modalJ2..emerintah
691 Intako
691.1 Broncapterin
691.2 Sumur
691.3 Bendungan
691.4 Saring_an(§creen)
691.5 Pintu air
691.6 Saluran pembawa
691.7 Alat ukur
691.8 Perpoml2_aan
692 Transmisi air baku
692.1 Perpipaan
692.2 Katup Udara (Air Roliell
692.3 Tutup penguras lblow oof)
692.4 Bak peiepas tekanan
692.5 JembatanpjQa
692.6 Syphon
693 Instalasi penqelolaari
693.1 Bangunan Ukur
693.2 Banqunari Aerasi
693.3 BangunanPengendaRan
693.4 Banqunari Pembubuh bahan kimia
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693.5 Banqunari Pengaduk
693.6 Banqunari Saringan
693.7 Perpompaan
693.8 Clear Hell
694 Distribusi
694.1 Reservoir menara bawah tanah
694.11 Menara
694.12 Reservoir menara bawah tanah
694.2 Perpipaari
694.3 Perpompaan
694.4 Jembatan pipa
694.5 Syphon
694.6 Hydran
694.61 Hudran umum.
694.62 Hydran kebakaran
694.7 Katup
694.71 Katup Udara (air relief)
694.72 Katup pelepas (blow off)
694.8 Bak pelepas tekanan (pressuer reducing valve)
700 PENGAWASAN
701 Kebijakan dan program penqaurasari
702 Pengawasanperencanaan penqadaan/ prouek:
703 Pengawasan Orqanisasi dan Tata Laksana
704 Pengawasan Inventarisasi Asset
705 Pengawasan Perpustakaan/ Kearsipan
706 Pengawasan Penelitian/ Riset
707 Penqauiasari Perhubunqan, Komunikasi Informasi dan Teknoloiqi
708 Pengawasan Pertahanan/ BPN
709 -
710 BIDANG PEMERINTAHAN
711 Pengawasan Pemerintah Pusat
712 Penaauiasari Pemerintah. Prouinsi
713 Peng_awasanPemerintah Daerah.Kabupateri/ Kotamadua
714 Penqauxisari Pemeriniah. Desa
715 Pengawasan MPR/DPR
716 Penqaioasari DPRDProvinsi
617 PengawasanDPRD Kabupaten/ Kota
618 PengSlwasan Bidanq Hukum
619 Penqauiasa Bidang Hubungan Luar Negeri
720 BIDANG POLITIK
721 Pengawasan Partai tennasuk pendanaan partai, atribut partai dll
722 Penqauiasari pembinaan ipoleksosbud hankam
723 Pengawasan organisasi meliputi orqanisasi kemasuarakatan, profesi,

wanita) buruh/ tani dan kepemudaan
724 Penaauiasari terhadap kepercauaan terhadap Tuhan YME
730 BIDANG KEAMANAN/ KETERTIBAN
731 Pengawasan Kesbangpolinmas
732 Penaauiasari l2_elaksanaanPenanqaulanqari Bencana Alam/ SAR
740 BIDANGKESEJAHTERAANRAKYAT
741 Penqaiuasari Pembanqunari Desa
742 Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikari
743 Pengawasan Kebudayaan
744 Peng__awasanKesehatan/ Makanan/ Obat
745 Pengawasan SARA (Suku Aqama Ras)
746 Penqauiasari Kesejahieraari Sosial

.-7:4.2- Pengawasan Kependudukan Migrasi/ UrbanisasiF----~.--_.--
L f r

- . _.---
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748 Penqauiasari Kehumasan, Media Massa dan Penuiarari
749 Pengawasan Bantuan/ Subsidi Masuarakai
750 BIDANG PEREKONOMIAN
751 Pengawasan Perdaqanqari dan perindustrian
752 Pengawasan Pertanian dan Perkebunan
753 Pengawasan Kehutanan
754 Pengawasan Pertambangan/ ESDM
755 Pengawasan Petemakan dan Kesehatan Hewan
756 Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian
757 Penqauiasan PMDN/ PMA
758 Pengawasan Perbankan/ Moneter
759 Pengawasan Kelautan dan Perikanan
760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
761 Penqaurasari Penqairari
762 Pengawasan Jalan
763 Pengawasan Jembatan
764 Pengawasan Bangunan
765 Pengawasan Tata Ruang_Kota
766 Pengawasan Tata Linqkunqari
767 Pengawasan Ketenagaan
768 Pengawasan Air Minum
770 PENGAWASANPEJABAT PUBLIK
771 Penuimpanqari Peiabat Publik
780 BIDANG KEPEGAWAIAN
781 Pengawasan Pengadaan PNS
782 Penqaurasari Penilaian dan Disipliri PNS
783 Keanggotaan PNS dalam Parpol
784 Penyimpangan pejabat/ PNS
785 Persenaketaari PNS
790 BIDANG KEUANGAN
791 Peng_awasanAnqqarari
792 Penaouiasari Akuntansi
793 Penaaiuasori Perbendaharaan
794 Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah
795 Pengawasan Pendapatan
800 KEPEGAWAIAN

Termasuk kiasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian
800.1 Perencanaan
800.2 Penelitian
800.3 Pengaduan
800.4 Team
800.5 Statis tik
800.6 Pendataan
800.7 Peraturan Perundanq Undangan
800.8
810 PENGADAAN

Melipuii Lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon
pegawai

811 Pendaftaran: CPNS
811.1 Testing
811.2 Screening
811.3 Pengumuman tes dan Pemanqqilari
812 Penaujiari Kesehatan
813 Pengangkatan CPNS
813.1 Penqanqkatari CPNSgolongan I
.813.2 Pengangkatan CPNSqolonqari II
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813.3 Pengangkatan CPNSgolongan III
813.4 PenB_an.g_katanCPNSqolonqari IV
813.5 Pengangkatan Calon Guru Inpre
820 MUTASI

Meliputi Penqanqkatan, Kenaikan gaji Berkala, Kenaikan Panqkat,
Pemindahan; Deta Sering} Tugas belajar dan wajib miliier

821 Pen_g_ar1fJ_katan
821.1 Pengang_katanCPNSMeniadi P~awai Negeri Si_QiljpNSl
821.11 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golonqari I
821.12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Neg_eriSipil Golongan II
821.13 Penga'!9_katan Menjadi Pe_g_awaiNegeri Sipil Golon_g_anIII
821.14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV
821.15 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Yang Cuti diluar tanggungn

neqara
821.2 Mutasi
821.21 Penqanqkatari dalamjabatan strukiural, pembebasan dari jabatan;
821.22 Pengangkatan dalam jabatan funqsional, pemberhentian semeniara,

pengangkatan kembali, _Qem].jataanmenduduki jabatan, sumpah. janji
821.23 Berita acara serah terima jabatan, pemyataan menduduki jabatan,

sump_ahiandi
821.3 Sekjen/ Dirlen/ Irjen/ Kaban
821.4 Kepala Biro/ Direktur/ Inspektur/ Kepala Pusat/ Sekretaris/ Kepala

Dinas/ Asisten Sekwilda
821.5 Kepala Bagian/ Kepala Sub Direktorat/ Kepala Bid ang/ Inspektur

Pembantu
821.6 Kepala Sub Baqian/ Kepala Seksi/ Kepaia Sub Bidan_g/ Pemeriksa
821.7 Camat
821.8 Lurah Adminstratip (Luran. Desa Lihat 141)
821.9 Jabatan Lainnua
822 Kenaikan Gaji Berkala
822.1 PNS Golongan I
822.2 PNS Golongan II
822.3 PNS Golo'¥l_anIII
822.4 PNS Golon_g__anIV
823 Kenaikari Pangkat
823.1 PNS Golong_anI
823.2 PNS Golongan II
823.3 PNS Golong_anIII
823.4 PNS Golongan IV
824 Pemindahan/ Pelimpahan/ Pembantuan
824.1 PNS Golongan I
824.2 PNS Golor1fJ_anII
824.3 PNS Golongan III
824.4 PNS Golo'!9_anIV
824.5 Funqsional
825 Datasering_ dan Penempatan Kembali
826 Penunjukari Tuqas Balajar
826.1 Proses seleksi
826.2 Tugas Belajar Pasca Sarjana/ Doktoral
826.3 Tu_g_asBelajar Sarj_ana
826.4 Tu_g_asBelaiar non gelar
826.5 Dalam Negeri
826.6 Luar Ne_g_eri
826.7 Double degree
826.8 Tunja'!9_anBelajar
826.9 Penempatan Kembali
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827 Iziri Belajar
827.1 Proses Iziri Belaiar
827.2 Iziri Belaiar Pasca Sarjana/ Doktoral
827.3 Iziri Belajar Sariana
827.4 Iziri Belajar non aelar
827.5 Dalam Negeri
827.6 Luar Neqeri
828 Mutasi Pegawai Instansi Lain
829 -
830 KEDUDUKAN

Meliputi Penghitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat, Gaji,
Penghargaan Iiazah dan .Jenianz Pangkat

831 Perhitungan Masa Kerja
832 Penuesuaiari Panqkai/ Gati
832.1 Pegawai Golonaari I
832.2 Pegawai Golonqari II
832.3 Pegawai Golonaari III
832.4 Peqauiai Golonqari IV
833 Penqharqaari lainnua
834 Jenjang pngka/ eselonerina
835 -
840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Meliputi :Tunjangan, Dana, Perawtan Kesehaian, Koperasi/ Dis tribusi,
Perumahan/ Tanah; Bantuan Sosial, Rekreasi dan Dispensasi

841 Tunjangan
841.1 Jabatari
841.2 Kehormatan
841.3 Kematian
841.4 Tunjanqari Hari Raua
841.5 Perjalanari Dinas tetap/ Cuti/ Pindah
841.6 Keluarga
841.7 Sandanq, Uanq makan, Papan, Panqari (Bapetarumj
841.8 Tunjangan Kineria
842 Dana
842.1 Taspen
842.2 Askes, Bantuan Kesehatan
842.3 Bantuan Pendidikan
843 Perawatan Kesehatan
843.1 Poliklinik: , Klinik Konsultasi
843.2 Perawatan Dokter
843.3 Obat-obatari
843.4 Keluarga Berencana
845 PERUMAHAN/TANAH
845.1 Perumahan Peqauiai
845.2 Tanah kaplinq
845.3 Insentif Perumahan
846 BANTUAN SOSIAL
846.1 Bantuan Melahirkan
846.2 Bantuan Menikah
846.3 Bantuan Sakit
846.4 Bantuan Advokasi
850 CUTI

Meliputi Cuti Tahunanan, Cuti Besar, Cuti Sakii, Cuti Hamil, Cuti Naik:
Haji, Cuti diluar Tanaaunaari Neaara dan Cuti Alasan Lain

851 Cuti Tahunan
852 Cuti Besar,_ ._
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853 Cuti Sakit
854 Cuti Melahirkari
855 Cuti Ibadah Haji
856 Cuii Diluar Tariqqunqari Negara
857 Cuti Alasan Lain/ Alasan Peniinq
860 PENILAIAN

Meliputi Penqharqaan, Hukuman, Konduite, Ujiari Dinas Penilaian
Kekauaari Pribadi dan Rehabilitasi

861 Penghargaan
861.1 Binianq / Satya Lencana
861.2 Kenaikan Pangkat Anumerta
861.3 Kenaikan Gaji Istimewa
861.4 Hadiah Berupa Uang
861.5 Peqauiai teladan
862 Hukumari
862.1 Prosespenjaiuhari hukuman
862.2 Teqorari lisan
862.3 Teqorari tertulis
862.4 Non Job
862.5 Penundaan Kenaikan gaji
862.6 Penurunari Panqkat
862.7 Pemindahan
862.8 Pemecatan
863 Konduite/ penilaian, DP3/ SKP}disipliri pegawai
864 Uiiari Dinas
864.1 Tinqkat I
864.2 Tinqkai II
864.3 Tinqkat III
865 Penilaian Kehidupan Pegawai Neqeri

Meliputi : Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian
Kekauaari Pribadi (Lp2p)_

866 Rehabilitasi/ Penaakiifari Kembali
867 Penilaian Kineria
867.1 Stukiural
867.2 Fungsional
868 Rehabilitasi
870 TATA USAHAKEPEGAWAIAN
871 Formasi
872 Bezettinq / Daftar Urut Kepegawaian
873 Reqistrasi, Sistem Informasi Kepegawaian
873.1 NIP
873.2 KARPEG
873.3 Leaitimasi / Tanda Penqenal
873.4 Daftar Keluarqa
873.5 KARSU/ KARIS
874 Daftar Riioauat Pekerjaari
874.1 Tanggal Lahir
874.2 Penqqaniiari Nama
874.3 Iziri Kepartaian / Orqanisasi
875 Daftar Riurauat Pekerjaari
875.1 Kewenangan Muiasi Kepegawaian
875.2 Pelimpahari Wewenangan
875.3 Spesimen.Tanda Tang_an
876 Penqqqajiari
877 Sumpah/ Janii
878 Korps Kepegawaian_. -
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880 PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Meliputi : Formasi besetting registrasi, Daftar riwayat hidup, Hak
penggajian, Surnoah/ janji dan Korps Pegawai

881 Atas Permintaan Sendiri / Pe7¥J7.!._nduranDiri
882 Denqan: Hak Pensiun
882.1 Pemberhentiari Denqari Hak Pensiun PNS Gol.I
882.2 Pemberhentian Denqan. Hak Pensiun PNS Gol.II
882.3 Pemberhentian Dengan Hak Pensiuri PNS Gol.III
882.4 Pemberheruiari Denaan: Hak Pensiuri PNS Gol.W
882.5 Pensiun Janda / Duda
882.6 Pensiun Yatim Piatu
882.7 Uanq Muka Pensiun
883 Karena Meninqqal (dalam Tugas)
884 Alasan Lain, Diantaranua Keuzuran Jasmani
885 Uanq Pesangon
886 Uang Tung_g1.J.
887 Untuk Sementara
888 Tidak: Den_ganHormat
890 PENDIDlKAN PEGAWAI

Meliputi : Perencanaan, Pendidikari Requler, Pendidikari Non Reguler,
Pendidikari Keluar Negeri, Methode, Tenaga penqajar, Administrasi
pendidikari, Fasilitas dan Sarona Pendidikan.

890.1 Perencanaan Program, kurikulum, silabi, proposal dan Pelaporan
Diklat

891 Pendidikari Prajabaiari
892 Pendidikari Dalam Jabatan
892.1 Diklatpim
892.2 Diklat Teknis
892.3 Diklat Fungsional
893 Kursus-kursiis .Penataran , Bimbinqari Teknis
894 Penqetnbanqari Pegawai
894.1 Tuqas Belajar
894.2 Ijin Belajar
894.3 Tunjan_ganBelajar
894.4 Bantuan Pendidikari
894.5 Penempatan Kembali
895 Metode
895.1 Kuliah
895.2 Ceramah , Surnposium.
895.3 Diskusi
895.4 Kuliah Lapanqari / OL, Widya Wisata, KKN
895.5 Kurikulum
895.6 Karua Tulis
895.7 Penugasan
895.8 Permainari Peran
895.9 Gladi
896 TENAGA PENGAJAR
896.1 Usul Menjadi Tenaqa Pengaiar
896.2 Permintaan Tenaaa Peng_ajar
896.3 Penambah Tenaga Pen_g_aiar
897 ADMISTRASI PENDIDlKAN
897.1 Tahun Pelaiarari
897.2 Persuaratan, Pendaftar, testing Uiiari
897.3 STTP
897.4 Penilaian Anaka Kredit
897.5 Laporan Pendidikari dan peiatihari
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898 FASILITAS BELAJAR
898.1 Tuniariqari Belaiar
898.2 Asrama
898.3 Uang Makan
898.4 Uanq Transport
898.5 Uang Bukii
898.6 Uang Ujian
898.7 Uang Semester/uana Kuliah
898.8 Uanq saku
899 SARANA
899.1 Pesediaan Buku
899.2 Bantuan Alat-Alat Tulis
899.3 Bantuan sarana Belaiar lainnua
899.4 Perabot Kantor
899.5 Alat Anqkutari
899.6 Pakaian Dinas
899.7 Inventaris
900 KEUANGAN
901 Nota Keuanqari
902 APBN
903 APBD
904 Dana Alokasi Umum
905 Dana Alokasi Khusus
910 ANGGARAN
910.1 Keputusan teniana penunjukari penqelola keuanqari SKPD / PPKD
910.2 Keputusan Gubemur tentang penunjukan pemimpin, pejabat

keuangan dan peiabat teknis BLUD
911 Rutin
912 Pembangunan
913 Ariqaarari Belanja Tambahan
913.1 Daftar Isiari Keaiatan
914 Daftar Isian Keqiatari (Dik)
914.1 Dailar Usulan Keaiatari /Duk)
915 Daftar Isian Prouek:(Dip)
915.1 Daftar Usulan Prouek: (Dup)
915.2 Daftar Isian Penaauna Anqaarari (Dipa/ Dpa)
916 Revisi Anggaran
917 DPA / DPPA / DPAL-SKPD / PPKD
918 Anggaran Kas
919 Surat Penyediaan Dana (SPD)
920 OTORITAS
921 Laporan -laporan pertanqaunqjauiabari pelaksanaan APBD
922 Rutin
923 Pembangunan
924 Siap
925 Ralat Sko
926 -
927 -
930 VERIFlKASI
931 Spm.Rutin [Daftar P8)
932 Spm.Pembanaunan ( Daftar P8 )
933 Penerimaan ( Daftar P6.7-)
934 Spj Rutin
935 Sp] Pembanaunan.
936 Nota Pemeriksaan
937 Sp Pemindahan Pembukuari
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938 -
940 PEMBUKUAN
941 Penyusunan Perhitungan Anggaran
942 Permintaan Data Anqaarari
943 Laporari Fisik: Pembanqunari
944 Penata Usaha Keuangan
945 Penuusunari Perhitunqari Anggaran
946 Permintaan Data Anggaran
947 Laporan Fisik: Pembangunan
948 -
949 -
950 PERBENDAHARAAN
951 Tuntutan Ganti Ruqi (JewPasal 74)
952 Tuntutan Bendaharawan
953 Penghapusan Kekauaari Negara
954 Pengangkatan/ Penggantian Pemimpin Proyek Dan

Penqanqkatan/ Pemberhentian Bendaharawan
955 Specimen Tanda Tanqari
956 Surat Tagihan Piutanq, Ikhtisar Bulanari
957 Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D)
958 Surat Penolakan Penerbitan SP2D
959 Daftar Penguji SP2D
960 PEMBJNAANKEBENDAHARAAN
961 Bimtek - bimtek / kursus yang berkaitan de7}Qankeuan_g_an
962 Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas
963 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
964 Laporan Keuanqari Bendaharawan
965 Evaluasi Dan Penqendalian.
966 Tuntutan
966.1 Tuntutan Ganti Ruqi
966.2 Tuntutan Perbandaharaan
967 Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota
968 Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota
969 Edaran-edaran
970 PENDAPATAN
971 Perimbanqan Keuanqari
971.1 Baqi Hasil Pajak
971.11 P~akBumiBangunan(PBB)
971.12 Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Ban~nan J?BHTBI
971.13 Pajak Penqasilari Orang Pribadi (PPhPasal 211
971.2 Bagi Hasil Bukan Pajak
971.21 Sumber Daua Alam / Miqas
972 Subsidi
973 Patak
973.1 Pajak Kendaraan Bermotor
973.2 Pajak Kendaraan Diatas Air
973.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
973.4 Pajak Penqendaliari & Pemanfaatari Air Permukaari
973.5 Pajak Reklame
974 Retribusi
974.1 Retribusi Bidang Kesehatan
974.2 Retribusi Bidanq Seni Budaya dan Pariwisata
974.3 Retribusi Bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan

(termasuk pasar)
974.4 Retribusi Bidang Pertanian dan Pertemakan (termasuk pemotongan

-- -_ ..... hewan)
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974.5 Retribusi Bidang Perhubunqan.Komunikasi Informasi dan Teknologi
(termasuk: trauek, kelebihan muatan, telekomunikasi,

974.6 Retribusi Bidang Perkebunan dan Kehutanan {termasuk lintas dan
lelana hasil hutan, flora fauna dllJ

974.7 Retribusi Bidana Perikanan dan Kelautan
974.8 Retribusi Bidang Pertambanqan, Pemanfaatari Air permukaan dan

metroloai
974.9 Retribusi Bidanq Lainnua (termasuk sampah)
975 Bea
975.1 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
975.2 Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
976 Cukai
977 Punautari
978 Bantuan
978.1 Bantuan Presiden
978.2 Bantuan Menieri
978.3 Bantuan Gubernur
978.4 Bantuan Bupati
978.5 Bantuan Lainnua
979 Pendapatari Lainnua
979.1 Hasil peniualari asset Daerah Yana Tidak Dipisahkari
979.11 Petepasari Hak: Atas Tanah
979.12 Peniualari Rumah Jabatan / Rumah Dinas
979.13 Peniualari Kendaraari Dinas Roda 2
979.14 Peniualari Kendaraan Dinas Roda 4
979.15 Peniualari Bonqkaran Bangunan Dan Inventaris
979.16 Peniualari Drum Bekas
979.17 Peniualan Hasil Penebangan Pohon
979.2 Penerimaan Jasa Giro
979.21 Jasa Giro Kas Daerah
979.22 Jasa Giro Pemeqanq Kas
979.23 Jasa Giro Khusus
979.3 Penerimaan Bunaa Bank
979.31 Bunaa Deposito
979.32 Bunaa Tabunaan
979.4 Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau Kehilangan Kekayaan

Daerah ( TP-TGR)
979.41 Sumbanaari Pihak Ke Tiqa
979.42 Sumbanaari Pihak Ke Tiqa Kendaraan (Daeler)
979.43 Sumbanaari Pihak Ke Tiqa Kauu
979.5 Penerimaari Lain-lain
979.51 Penerimaan Kembali Kredit Bank BKK
979.52 Temak Tidak: Lauak: Bibit
979.53 Sewa Intemet
979.54 Peneritnaari Dari Dana Bergulir / Reuoluinq
979.55 Keriasama Dengan BUMIDA
979.56 Penerimaari Duks
979.57 Temoat Rekreasi Nusakambanaari
979.58 Seteron TP-TOR
979.59 Penerimaan Lainnua dan Setda / SKPD
979.6 Dekonsentrasi
979.7 Hibah
979.71 Hibah Pemerintah
979.72 Hibah Luar Neqeri
979.73 Hibah Swasta / Perorangan
.27!t.8~ Bantuan Luar Neqeri-1 "'!"':!."-"'~ ,..

l~
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Salinan sesuai dengan asUnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATENBALANGAN

979.9 Utang Negara / Daerah
980 PENGELOLAANKAS DAERAH
981 Laporan Pemotonaari J1.VP, Taperum,PPh 21 dan aaii
982 Laporan rekapitulasi penerimaari daerah
983 Daftar pemotongan dan penyetoran pajak ( PPN/ PPh) dan CV/ PT

Instansi
984 Surat tanda setoran (STS)
985 Laporan Realisasi Daerah
985.1 Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
985.2 Laporan Realisasi Penqeluarari Daerah
986 Rekonsiliasi
986.1 Surat Rekonsiliasi Penerimaan
986.2 Laporari Rekonsiliasi Bank
987 Laporan. Mutasi Penempatari Deposito
988 Surat Perintah Transfer Uana ( SPTU)
989 -
990 BENDAHARAWAN
991 SKPP
992 Teguran SPJ
993 Laporan SPJ
994
995
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